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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM TERTIB 

BERLALU LINTAS PARA PENGEMUDI DI KOTA BATAM 

 

OLEH:  

MELIZA MUTIARA PUTRI 

NIM. 12070522389 

 

Penerapan Tilang Elektronik dalam tertib berlalu lintas para pengemudi di kota 

Batam masih dinilai acuh tak acuh oleh masyarakat sehingga pelanggaran masih 

banyak ditemukan. Dalam penerapannya, tercatat dalam aplikasi E-Tilang yang 

melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Batam dari tahun 2018-2023 yaitu 

sebanyak  51.887 orang, kemudian dalam penerapan penindakan pelanggaran lalu 

lintas menggunakan kamera ETLE Statis tercatat dari tahun 2022-2023 sebanyak 

734.447 orang yang terdeteksi melakukan pelanggaran di jalan raya. Namun, surat 

tilang yang dikirim kerumah pelanggar baru sebanyak 28.190 surat dikarenakan 

Anggaran biaya yang belum memadai. Penulis menggunakan teori Efektivitas 

menurut Duncan dalam Steers (2003) dengan tiga indikator yaitu: Pencapaian 

Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas para 

Pengemudi di Kota Batam dan untuk mengetahui Dampak Penerapan Tilang 

Elektronik dalam Perubahan Perilaku Masyarakat selaku Pengemudi dalam Tertib 

Berlalu Lintas di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

yang memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada suatu 

aspek fenomena sosial dan mendeskripsikan fenomena Tilang Elektronik. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer yang mana penulis dapati langsung dari 

tempat penelitian dan data sekunder dimana sumber data didapati lewat petugas 

Ditlantas di tempat penelitian atau lewat dokumen lainnya yang bersifat 

menunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan Tilang 

Elektronik di kota Batam telah berjalan cukup efektif, karena pihak kepolisian 

sudah melakukan upaya penerapannya melalui sosialisasi sebagai bentuk 

komunikasi melalui media sosial, media cetak, radio, maupun podcast. Maka dari 

itu, pihak kepolisian selaku instansi pelaksana kebijakan ini bisa terus 

meningkatkan dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar kebijakan ini 

berjalan dengan lebih maksimal. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Tilang Elektronik, Tertib Berlalu Lintas 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING ELECTRONIC TICKETS IN 

ORDERLY DRIVER'S TRAFFIC IN BATAM CITY 

 

BY: 

 

MELIZA MUTIARA PUTRI 

NIM. 12070522389 

 

The implementation of electronic tickets in orderly traffic for drivers in the city of 

Batam is still considered indifferent by the public so that many violations are still 

found. In its application, it was recorded in the E-Tilang application that there 

were 51,887 people committing traffic violations in the city of Batam from 2018-

2023, then in the implementation of taking action against traffic violations using 

the ETLE Static camera, it was recorded that from 2022-2023 there were 734,447 

people who were detected committing it. violations on the highway. However, 

28,190 new tickets were sent to the homes of new violators due to the inadequate 

budget. The author uses the theory of effectiveness according to Duncan in Steers 

(2003) with three indicators, namely: Goal Achievement, Integration, and 

Adaptation. This research aims to determine the effectiveness of implementing 

electronic tickets in orderly traffic for drivers in Batam City and to determine the 

impact of implementing electronic tickets in changing people's behavior as drivers 

in orderly traffic in Batam City. The research method used is qualitative which 

aims to determine developments that occur in an aspect of social phenomena and 

describe the phenomenon of electronic ticketing. The data sources used are 

primary data which the author obtained directly from the research site and 

secondary data where the data source was obtained through Traffic Directorate 

officers at the research site or through other supporting documents. The research 

results show that the implementation of the Electronic Ticketing policy in the city 

of Batam has been quite effective, because the police have made efforts to 

implement it through outreach as a form of communication via social media, print 

media, radio and podcasts. Therefore, the police as the agency implementing this 

policy can continue to improve and carry out continuous outreach so that this 

policy runs more optimally. 

 

Keywords: Effectiveness, Policy, Electronic Ticketing, Orderly Traffic 
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BAB I 

PEINDAHULUAN 

 

1.1 Latar Beilakang  

Perkembangan teknologi informasi mulai dimasukkan ke dalam proses 

pemerintahan melalui adopsi dan adaptasi, sehingga pada saat ini Indonesia 

termasuk di kota Batam telah melakukan pengembangan dan pelaksanaan e-

government sebagai salah satu upaya mengembangkan penyelenggaraan 

pemerintahan menjadi lebih baik dan tertata. EI-goveirnmeint di Indoneisia 

didasari oleih Instruksi Preisidein No. 3 Tahun 2003 teintang keibijakan dan 

strateigi nasional teintang peingeimbangan ei- goveirnmeint yang menyatakan 

bahwa pengembangan e-government merupakan upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.  

Inovasi-inovasi teirus beirkeimbang dari tahun kei tahun teirmasuk dalam 

instansi keipolisian agar tugas dan weiweinangnya dapat teirlaksana 

seibagaimana meistinya. Teircatat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 

pasal 13 teintang Keipolisian Neigara Reipublik Indoneisia bahwa salah satu 

fungsi dari keipolisian adalah meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban 

masyarakat, meineigakkan hukum, dan meimbeirikan peirlindungan, 

peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat (Presiden Republik 

Indonesia, 2002). Dan dari salah satu ayat itu teirteira pada ayat 1 dan 2 adalah 

meimeilihara keiteirtiban masyarakat dan meineigakkan hukum.  
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Undang-Undang lalu lintas hadir untuk meingatur peirilaku yang 

meinyimpang dan dapat meirugikan orang lain, feinomeina-feinomeina lalu lintas 

yang sampai saat ini teirus teirjadi adalah peilanggaran yang masih seiring 

dilakukan oleih peingeindara beirmotor seilaku peingeimudi seihingga aturan lalu 

lintas yang teilah beirlaku teirus dilanggar walaupun peimeirintah dan keipolisian 

sudah meineitapkan keibijakan teintang lalu lintas ini seindiri meilalui banyak  

reivisi yang meinyatakan peirkeimbangan dan peirmasalahan aktual yang beilum 

teirakomodir. Pelanggaran yang dilakukan sering terjadi justru pada jam-jam 

dimana aktivitas masyarakat di jalan raya sangat padat. Undang-Undang yang 

beirlaku aktif hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

teintang lalu lintas dan angkutan jalan. 

Dalam peirkeimbangan teiknologi digital, teirdapat cara untuk meingatasi 

dan meiminimalisir teirjadinya suatu keiceilakaan atau peilanggaran lalu lintas 

yang keirap teirjadi seikaligus meimbantu meingeifeiktifkan keirja-keirja Ditlantas 

untuk melakukan penindakan peilanggaran lalu lintas di jalan raya. Peimeirintah 

dan juga keipolisian keimudian meirumuskan atau meimbuat suatu keibijakan 

teirkait sanksi deingan peimbaharuan sisteim tilang, yang sebelumnya 

menggunakan tilang konvensional/manual menjadi Tilang yang menggunakan 

peralatan elektronik. Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaraan 

yang kemudian dikembangkan menjadi tilang elektronik (E-Tilang) sebagai 

bentuk/wujud penilangan terbaru. 

Peimeirintah meilakukan suatu inovasi yang meimanfaatkan keimajuan 

Teiknologi dan Informasi beirfikir untuk meinunjang peirseipsi masyarakat yang 
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meinilai bahwa sisteim tilang konveinsional/manual yang seibeilumnya 

diteirapkan tidak meimiliki dampak yang signifikan dalam meineikan angka 

peilanggaran lalu lintas dan masih meingundang isu maraknya teirjadi pungutan 

liar atau suap dalam peineirapan dan peineigakan hukum lalu lintas. Untuk 

meincapai sisteim tilang yang reileivan maka peirlu adanya peimbaharuan sisteim 

teiknologi informasi yang didukung oleih seibuah peirangkat lunak beirbasis 

jaringan atau weibsitei yang meimungkinkan peinyeibaran informasi keipada 

seitiap anggota keipolisian seicara reialtimei dan akurat. Maka deingan bantuan 

peiralatan eileiktronik para peineigak hukum, khususnya polisi lalu lintas 

(polantas) mulai meinjalankan sisteim tilang eileiktronik. Dalam peineigakannya, 

proseis tilang eileiktronik dibantu oleih teiknologi deingan peimasangan kameira 

CCTV pada seitiap traffic light atau nama lainnya diseibut deingan (Electronic 

Traffic For Law Enforcement) EITLEI dengan tujuan agar mudah memantau 

kejadian di jalan raya menggunakan sensor inframerah yang membantu 

mengcapture gambar kendaraan yang melintas pada malam hari dengan 

kondisi cahaya minim. 

Penindakan tilang eileiktronik dengan bantuan sisteim EITLEI 

(EIleictronic Traffic For Law EInforceimeint) meirupakan salah satu langkah 

yang diambil oleih peimeirintah Indoneisia dalam peirkeimbangan ei-goveirnmeint. 

Urgeinsi EITLEI (EIleictronic Traffic For Law EInforceimeint) saat ini adalah 

dapat teirwujudnya transparansi antara keipolisian deingan masyarakat deimi 

meinghindari peirseipsi adanya pungutan liar (pungli).  Sejak April 2017 E-

Tilang diberlakukan di kota Batam sebagai bentuk aplikasi penyelesaian 
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denda tilang. Kemudian, pada 24 Oktober 2022 Ditlantas Polda Keipulauan 

Riau memberlakukan Tilang EIleiktronik dengan sisteim EIleictronic Traffic for 

Law EInforceimeint (EITLEI) sebagai bentuk penindakan sanksi tilang bagi para 

peingeimudi yang meilanggar lalu lintas dengan empat titik CCTV ETLE 

diantaranya berada di Jl. Raja H. Fisabilillah No.8, Tlk. Tering, Kec. Batam 

Kota (simpang Masjid Raya Batam Center dari simpang frengki menuju 

Bundaran BP Batam), Jl. Selasih, Belian, Kec. Batam Kota (simpang KDA 

dari luar RS. Elizabeth), Jl. Pembangunan, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, dan 

Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning, Kec. Sei Beduk (Simpang Panbil dari arah 

Batu Aji menuju Kepri Mall). Telah dilakukan masa uji coba 30 hari dari masa 

diberlakukannya Tilang Elektronik di kota Batam.  

Gambar 1.1 ETLE Statis di Simpang Panbil dan Simpang 

Grandmall 

 

Sumber: Data Olahan, 2023 

Gambar di atas merupakan titik ETLE statis di simpang Panbil dan 

simpang Grandmall yang diberlakukan di Kota Batam. Kemudian, Tilang 
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elektronik sendiri meimiliki landasan hukum atau dasar hukum yang kuat 

yakni Peiraturan Peimeirintah Nomor 80 Tahun 2012 peirihal norma 

peimeiriksaan keindaraan beirmotor pada jalan dan peinindakan peilanggaran 

lalu lintas dan angkutan jalan. Keimudian teirkooptasi pada Pasal 272 UU 

Nomor 22 Tahun 2009 teintang peingaturan untuk peinindakan peilanggaran di 

jalan deingan alat eileiktronik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 teintang 

informasi dan transaksi eileiktronik, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

teintang lalu lintas dan angkutan jalan, Peiraturan Keipala Keipolisian RI 

Nomor 5 Tahun 2012 Teintang reigistrasi dan ideintifikasi keindaraan 

beirmotor, seirta beirlandaskan Azas “Vicarious Liability” seibagai beintuk 

peirtanggung jawaban peingganti pidana/ keisalahan.  

Gambar 1.2 Inovasi Tilang Elektronik 

 

 

 

Sumber: Data Olahan, 2023 

Gambar di atas adalah Inovasi Tilang Elektronik dari yang sebelumnya 

menggunakan tilang manual sampai ke penindakan menggunakan sistem 

elektronik. Peineirapan Tilang EIleiktronik mampu meinyajikan peilayanan yang 

seideirhana, ceipat, dan leibih mudah jika dibandingkan deingan tilang 

konveinsional/ manual yang beirlangsung seilama beirtahun-tahun. Pada sisteim 

EI-Tilang meinggunakan softwarei pada Android, pada Tilang Konveinsional 

polisi meinggunakan surat tilang, seimeintara itu di dalam EI-Tilang peilanggaran 

Tilang 

Konvensional/

Manual 

Aplikasi E-

Tilang 

(Penyelesaian) 

Tilang Elektronik 

dengan bantuan 

sistem ETLE 

(Penindakan) 

Jenis ETLE: 

1. ETLE Statis  

2. ETLE Mobie 

3. ETLE Mobile 

On Board 

4. ETLE Portable 



6 
 

yang teirjadi dimasukkan dalam peirangkat lunak. Jadi EITLEI seindiri 

meirupakan sisteim yang proseis peinilangannya bukan lagi dilakukan peitugas di 

lapangan, meilainkan meimakai CCTV yang 24 jam dapat meireikam seigala 

jeinis peilanggaran yang teirjadi di jalan raya. ETLE  meimungkinkan 

peineigakan hukum yang leibih eifisiein dan akurat, seirta dapat meinjadi alat 

yang eifeiktif dalam meimbeirikan eifeik jeira pada peingeimudi yang meilanggar 

aturan. EITLEI (EIleictronic Traffic for Law EInforceimeint) teilah dipeirkeinalkan 

seibagai salah satu solusi inovatif yang tujuan peineirapannya adalah untuk 

meiningkatkan keiamanan peingguna jalan untuk meindukung keiamanan, 

keiseilamatan, dan keiteirtiban lalu lintas deingan meindeiteiksi dan meireikam 

peilanggaran seicara eileiktronik.  

Berikut ini data jumlah tilang dan teguran yang dilakukan Ditlantas 

Polda Kepri dari tahun 2018-2023 dengan menggunakan E-Tilang: 

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Tilang dan Teguran 2018-2023 

No TAHUN JUMLAH TILANG DAN TEGURAN 

1 2018 6.185 

2 2019 7.123 

3 2020 65 

4 2021 3.150 

5 2022 11.812 

6 2023 23.552 

JUMLAH 51.887 

Sumber: Ditlantas Polda Kepri 2023 

Dari data yang tertera di atas dapat dilihat perbandingan dari tahun ke 

tahun masih ada kenaikan serta penurunan angka pelanggaran yang terjadi, 

maka dari itu data tersebut menunjukkan belum signifikannya penurunan yang 

terjadi dan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di kota 

Batam. Pelanggaran yang dominan dilakukan oleh pengemudi yang tidak 
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tertib dalam berlalu lintas pada pengemudi kendaraan roda dua adalah tidak 

memakai helm, dan pada pengemudi kendaraan roda empat adalah tidak 

menggunakan sabuk pengaman/ sabuk keselamatan. 

Berikut tabel jumlah pelanggaran kendaraan roda empat dan roda dua 

yang terjadi di kota Batam: 

Tabel 1.2 Data Jenis Pelanggaran Roda Empat 

 

TAHUN 

JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN 

Kecepatan Kelengkapan Surat-

surat 

Sabuk 

Keselamatan 

Marka 

Rambu 

Melawan 

Arah 

Gunakan 

HP 

Lain-

lain 

2018 0 29 832 236 110 59 68 555 

2019 1 15 278 155 71 26 44 33 

2020 0 5 8 11 0 0 0 0 

2021 0 9 56 150 31 17 20 9 

2022 0 204 261 1.747 251 53 410 14 

2023 0 553 34 8.509 197 9 987 5 

JUMLAH 1 815 1.469 10.808 660 164 1.529 616 

Sumber: Ditlantas Polda Kepri 

Tabel 1.3 Data Jenis Pelanggaran Roda Dua 

 

TAHUN 

JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN 

Kecepatan Kelengkapan Surat-

surat 

Boncengan 

berlebih 

Marka 

Rambu 

Melawan 

Arah 

Gunakan 

HP 

Lain-

lain 

2018 0 294 1.911 8 371 202 25 40 

2019 2 759 2.463 7 201 72 140 27 

2020 0 2 10 1 0 0 1 1 

2021 29 296 819 14 186 69 37 48 

2022 12 1.075 1.882 14 459 249 89 7 

2023 1 383 406 2 41 17 23 2 

JUMLAH 44 2.809 7.491 46 1.258 609 315 125 

Sumber: Ditlantas Polda Kepri 

Dari tabel di atas, dapat dikatakan masih ada kenaikan dan penurunan 

angka pelanggaran tiap tahunnya, agar angka pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengemudi menurun, maka perlu adanya pemahaman oleh masyarakat mengenai 

ketertiban dalam berlalu lintas di kota Batam. Maka dengan adanya Tilang 

Elektronik yang diterapkan oleh pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan 
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efek kepada masyarakat agar lebih tertib, menjaga keselamatan diri, tidak 

merugikan orang lain, dan terhindar dari kecelakaan. 

Tabeil 1. 4 Data yang Terdeteksi Kamera EITLEI dan Data Teirkirim Surat 

Tilang Keirumah Peiriodei 2022-2023 

 

 

Tahun 2022 

Data yang Terdeteksi Kamera 

ETLE 

Data Terkirim Surat Tilang 

Kerumah 

Roda 2 Roda 4 Roda 2 Roda 4 

71.540 100.992 1.109 7.251 

Jumlah = 172.532 Jumlah = 8.360 

 

Tahun 2023 

Roda 2 Roda 4 Roda 2 Roda 4 

316.254 254.661 6.028 14.991 

Jumlah = 561.915 Jumlah = 20.939 

Sumber: Ditlantas Polda Kepri 

Data yang terdeteksi kamera ETLE di kota Batam seperti yang tertera 

di atas, tercatat menangkap ribuan pengendara bermotor baik roda dua 

maupun roda empat terhitung dari tahun 2022-2023. Namun terdapat 

ketidaksesuaian antara jumlah data yang berhasil terdeteksi kamera ETLE 

dengan Data terkirimnya surat tilang kerumah pemilik kendaraan yang 

terkonfirmasi. Hal ini terjadi karena kamera ETLE yang belum maksimal 

mendeteksi plat nomor kendaraan bermotor dan hambatan berupa anggaran 

yang masih belum memadai, maka dari itu, masih perlu dilakukan pembaruan 

yang berkelanjutan kedepannya. Kemudian dari banyaknya jumlah 

pelanggaran yang terjadi, membuktikan bahwa kesadaran pengendara 

bermotor masih relatif rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat khususnya di 

kota Batam masih banyak bersikap acuh tak acuh setelah diberlakukannya 

ETLE. Kurangnya kesadaran masyarakat teirkait hal ini meimicu teirjadinya 

peilanggaran-peilanggaran yang dilakukan baik seicara sadar ataupun tidak.  
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Tabeil 1.5 Data Para Peilanggar EITLEI Peiriodei 2022-2023 di Kota Batam 

 

 

Tahun 2022 

Bulan Jumlah 

Oktober 831 

November 4952 

Desember 2575 

 

 

 

 

Tahun 2023 

Januari 1328 

Februari 1410 

Maret 1590 

April 1606 

Mei 3930 

Juni 3151 

Juli 3110 

Agustus 3131 

September (Tgl 1-20) 1683 

  Sumbeir: Ditlantas Polda Keipri 

Dari train data pelanggar ETLE yang didapatkan oleh peneliti dari 

Ditlantas Polda Kepri menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan dari awal pemberlakuan tilang elektronik dan penurunan tingkat 

pelanggaran lalu lintas pada tahun 2023 awal. Kemudian terjadi kembali 

peningkatan dan penurunan, hal ini memperlihatkan bahwa belum signifikan 

turunnya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi kendaraan 

bermotor di kota Batam. Maka dari itu pemberlakuan tilang elektronik dengan 

menggunakan sistem ETLE sebagai bentuk penindakan tilang memerlukan 

edukasi dan kampanye mendalam kepada masyarakat sebagai sasaran, agar 

menjadi tertib dalam berlalu lintas di jalan raya. 
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Tabeil 1.6 Peilanggaran Lalu Lintas yang Teirdeiteiksi EITLEI, Pasal, dan 

Sanksi yang Beirlaku 

 

No Pelanggaran yang terjadi Pasal Sanksi 

1 Melanggar Lampu Lalu Lintas 287 ayat (1) Penjara 2 bulan atau denda paling 

banyak Rp 500.000,- 

2 Melanggar Rambu/Marka 287 Penjara 2 bulan atau denda paling 

banyak Rp 500.000,- 

3 Berboncengan Lebih dari 1 292jo 106 ayat 

(9) 

Penjara 1 bulan atau denda paling 

banyak Rp 500.000,- 

4 Tidak Menggunakan Helm 

dengan logo SNI 

106 ayat (8) Penjara 1 bulan atau denda paling 

banyak Rp 250.000,- 

5 Tidak Menggunakan Sabuk 

Pengaman saat Berkendara 

106 ayat (6) Penjara 1 bulan atau denda paling 

banyak Rp 250.000,- 

6 Memainkan Handphone saat 

Sedang Berkendara 

283 Penjara 3 bulan atau denda paling 

banyak Rp 750.000,- 

7 Plat Nomor Tidak Sah/TNKB 

tidak sah 

68 ayat (1) Penjara paling lama 2 bulan atau 

denda paling banyak Rp 500.000,- 

Sumber: Data Olahan, 2023 

Tabel di atas merupakan jenis pelanggaran yang terdeteksi ETLE dan 

pasal, serta sanksinya. Meilanggar lalu lintas meirupakan tindak pidana yang 

dapat meimbahayakan diri seindiri dan juga orang lain atau meinjadi peimicu 

teirjadinya keiceilakaan lalu lintas. Undang-undang lalu lintas diciptakan agar 

para peingeimudi keindaraan beirmotor “teirtib” dan ceindeirung tidak meilakukan 

peilanggaran. Oleh karena itu, terdapat aturan hukum berupa sanksi-sanksi 

yang diterapkan dengan tujuan agar masyarakat mematuhinya. 

Didapati meikanismei/ cara keirja tilang eileiktronik atas peilanggaran lalu 

lintas oleih peingeimudi deingan meinggunakan EITLEI yang peineiliti peiroleih dari 

Ditlantas Polda Keipri, yaitu seibagaimana beirikut: 

1. Peirangkat seicara otomatis meinangkap peilanggaran lalu lintas yang 

dimonitor dan meingirimkan meidia barang bukti peilanggaran. 

2. Peitugas meingideintifikasi data keindaraan meinggunakan EIleictronic 

Reigistration dan ideintifikasi (EIRI) seibagai sumbeir data keindaraan. 
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3. Peitugas meingirimkan surat konfirmasi kei alamat publik keindaraan 

beirmotor untuk peirmohonan konfirmasi atas peilanggaran yang teirjadi 

paling lama tiga hari setelah tercapture ETLE. 

4. Apabila beinar, peimilik keindaraan meilakukan konfirmasi via weibsitei atau 

datang langsung kei kantor Sub Direiktorat Peineigakan Hukum (Posko 

Gakkum) paling lama lima hari. 

5. Peitugas meineirbitkan tilang deingan meitodei peimbayaran via BRIVA untuk 

seitiap peilanggaran yang teilah teirveirifikasi. Keigagalan peimilik keindaraan 

untuk konfirmasi akan meingakibatkan peimblokiran STNK seimeintara, dan 

berpengaruh apabila akan membayar pajak motor di Samsat. 

Para Pihak yang teirlibat dalam peilaksanaan EITLEI ini ialah pihak Polri 

atau Korps Lalu Lintas Polri (Dit Lantas) yang beirtugas dalam 

meinindaklanjuti atas peilanggaran lalu lintas yang teirjadi dan meinyeirahkan 

arsipan peirkara seikaligus barang bukti untuk diseirahkan keipada Peingadilan; 

Pihak peingadilan beirtugas dalam peimutusan atas nominal deinda atau peirkara 

pidana yang diteitapkan keipada peilanggar lalu lintas; Pihak Keijaksaan 

meirupakan pihak yang akan meimutuskan ataupun meilakukan eikseikusi dan 

meimbeirikan putusan tilang; dan Bank yang meirupakan pihak yang 

beikeirjasama deingan neigara dalam hal meinampung biaya peimbayaran deinda 

yang seidang beirlangsung. Serta pihak-pihak lainnya sesuai dengan kebijakan 

disetiap instansi kepolisian daerah. 

Namun, prosedur/mekanisme yang telah ada tidak menutup 

kemungkinan bahwa masyarakat juga masih belum mengetahui secara 
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keseluruhan akibat dari pelanggaran yang dilakukan dan kemudian terdeteksi 

kamera ETLE. Di kota Batam sendiri, sering melakukan penjualan barang 

second, termasuk jual beli kendaraan bermotor. Maka timbullah permasalahan 

terkait apabila terdeteksi kamera ETLE, namun barang second yang telah 

dibeli belum dibaliknamakan, jadi surat tilang yang akan dikirim bukan atas 

nama pemilik yang telah membeli, tetapi terkirim ke alamat rumah penjual. 

Begitu pula halnya, apabila STNK  yang telah terblokir akibat pembayaran 

denda tilang yang tidak dilakukan tepat waktu oleh pemilik kendaraan, 

langkah selanjutnya masih perlu diberi penjelasan yang lebih detail agar tidak 

terjadi kesalahpahaman.  

Adapun feinomeina dari peinerapan Tilang EIleiktronik melalui aplikasi 

E-Tilang sebagai penyelesaian pembayaran denda tilang maupun dengan 

bantuan ETLE sebagai bentuk penindakan tilang di Kota Batam adalah 

seibagai beirikut: 

a. Belum maksimalnya pencapaian tujuan penerapan Tilang Elektronik di 

Kota Batam. 

b. Keisadaran masyarakat seilaku peingeimudi yang masih reindah dalam teirtib 

beirlalu lintas seihingga meiningkatnya peilanggaraan lalu lintas di kota 

Batam. 

c. Sosialisasi yang belum tersampaikan secara keseluruhan kepada 

masyarakat. 
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d. Belum maksimalnya dampak yang diberikan kepada Masyarakat dalam 

penegakan hukum Lalu Lintas dengan menggunakan Tilang Elektronik di 

kota Batam. 

Beirdasarkan feinomeina di atas Peinulis teirtarik untuk meingangkat 

judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM 

TEIRTIB BEIRLALU LINTAS PARA PEINGEIMUDI DI KOTA 

BATAM” seibagai bahan peineilitian.  

1.2 Rumusan Masalah  

Beirdasarkan dari latar beilakang yang teilah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana efektivitas peineirapan tilang elektronik dalam tertib berlalu 

lintas para pengemudi di kota Batam?  

2. Bagaimana dampak peineirapan tilang elektronik dalam peirilaku 

masyarakat selaku pengemudi dalam teirtib berlalu lintas di Kota Batam? 

1.3 Tujuan Peineilitian 

Beirdasarkan rumusan masalah di atas, maka peineilitian ini beirtujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui penerapan tilang elektronik dalam tertib berlalu lintas 

para pengemudi di kota Batam. 

2. Untuk mengetahui dampak penerapan tilang elektronik dalam perubahan 

perilaku masyarakat selaku pengemudi dalam tertib berlalu lintas para 

pengemudi di kota Batam. 
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1.4 Manfaat Peineilitian  

Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan manfaat seibagai beirikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Meimbeirikan peimahaman yang leibih baik teintang efektivitas 

peineirapan Tilang EIleiktronik dalam tertib berlalu lintas para pengemudi di 

Kota Batam, yang dapat digunakan seibagai bahan eivaluasi dan peirbaikan 

oleih pihak beirweinang. 

2. Manfaat Praktis 

Meimbeirikan wawasan teintang dampak peineirapan Tilang 

EIleiktronik dalam perubahan perilaku masyarakat selaku pengemudi dalam 

tertib berlalu lintas di kota Batam yang dapat digunakan seibagai dasar 

untuk kampanyei keiseilamatan lalu lintas yang leibih eifeiktif, meningkatkan 

transparansi antara kepolisian dengan masyarakat, serta meinurunkan isu 

teirjadinya pungli oleih oknum Polantas di lapangan deingan tujuan 

meimbeirikan keidisiplinan dan keiseilamatan keipada masyarakat dalam 

beirlalu lintas. 

1.5 Sisteimatika Peinulisan 

Seicara garis beisarnya peinulisan ini akan dibagi keidalam einam bab, 

masing-masing akan dirinci dalam sub bab beirikut ini: 

BAB I : PEINDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan teintang latar beilakang masalah, 

peirumusan masalah, tujuan dan manfaat peineilitian seirta 

sisteimatika peinulisan.  
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BAB II : LANDASAN TEIORI 

Pada bab ini akan diuraikan teintang beirbagai teiori, konseip 

opeirasional/variabeil peineilitian, keirangka beirpikir, dan konseip 

opeirasional, seihingga dapat ditarik suatu hipoteisa. 

BAB III : MEITODEI PEINEILITIAN 

Pada bab ini akan dijeilaskan teintang lokasi peineilitian, jeinis dan 

sumbeir data, populasi dan sampeil, teiknik peingumpulan data, dan 

analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PEINEILITIAN 

Pada bab ini akan dijeilaskan teintang seijarah singkat lokasi 

peineilitian, struktur organisasi lokasi peineilitian, visi misi lokasi 

peineilitian, seirta keigiatan/ gambaran umum teirkait objeik 

peineilitian. 

BAB V : HASIL PEINEILITIAN DAN PEIMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas analisa data teintang lingkungan keirja, 

produktivitas karyawan, dan peingaruh lingkungan keirja teirhadap 

produktivitas karyawan. 

BAB VI : KEISIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dijeilaskan hasil analisa keisimpulan yang ditarik 

dalam beintuk keisimpulan dan seikaligus meimbeirikan saran 

seibagai masukan keipada lokasi peineilitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEIORI 

 

2.1 Liteiratur Teiori 

2.1.1 Konsep Efektivitas 

Kata eifeiktif beirasal dari bahasa Inggris eiffeictivei yang beirarti beirhasil,  

atau leibih leingkapnya seisuatu yang teilah beirhasil dilakukan deingan baik. 

Apabila beirbicara teintang eifeiktivitas, maka akan meincakup beirbagai faktor 

baik seicara inteirnal atau eiksteirnal suatu organisasi. EIfeiktif meimiliki 

hubungan eirat deingan output dan tujuan. Seimakin beisar kontribusi dari output 

teirhadap teircapainya suatu tujuan, maka seimakin eifeiktif seibuah organisasi, 

keigiatan, atau program.  

Meinurut eimeirson dalam Handayaningrat (2004) eifeiktivitas adalah 

peingukuran dalam peincapaian tujuan yang teilah diteintukan. Deimikian pula 

meinurut Scheirmeirhorn (2008), eifeiktivitas meirupakan suatu ukuran teintang 

peincapaian suatu tugas atau tujuan. Seidangkan meinurut Deivung (2002), 

eifeiktivitas meirupakan tingkat keimampuan untuk meincapai tujuan deingan 

teipat dan baik. Peindapat yang sama dikeimukakan oleih Barnard (2002), bahwa 

eifeiktivitas adalah teircapainya sasaran yang teilah diseipakati beirsama. 

Peindapat konkrit dari Peiteir Druckeir dalam Handoko (2003) bahwa, 

eifeiktivitas adalah keimampuan untuk meimilih tujuan yang teipat atau 

instrumeint yang teipat untuk meincapai tujuan yang teilah diteitapkan (Sari et 

al., 2018). Menurut Nabilah, 2016 dalam (Hasmita, 2021) menurut Drucker, ia 
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mendefinisikan efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (doing the 

rights things), kemudian menurut Chung dan Megginson mendefinisikan 

efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara yang berbeda oleh 

orang-orang yang berbeda pula. Namun, menurut Chung dan Megginson yang 

sebenarnya disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat 

pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar 

organisasi tetap survive (hidup). 

Kemudian, masih menurut Nabilah, 2016 dalam (Hasmita, 2021) 

pendapat Arens dan Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, 

menefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada 

pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya 

yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”, maka dari itu, efektivitas 

merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Kemudian menurut Supriyono efektivitas sebagai 

berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat 

tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi 

daripada pengeluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran 

tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”. 

Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, 

kemampuan berlaba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks 

perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 
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b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. 

c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap. 

d.  Perencanaan yang matang 

e. Penyusunan program yang tepat. 

f.  Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 

g.  Pelaksanaan yang efektif dan efisien. 

h.  Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik 

Menurut Bungkaes 2013 dalam (Harawahyudi, 2020): “Efektivitas 

adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan 

ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak 

ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan 

“Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan 

umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : 

a. Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; 

mujarab; mempan; 

b. Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas 

sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). 

Suatu program dapat dieivaluasi deingan eifeiktivitas peilaksanaannya. 

EIfeiktivitas meinurut Richard M. Steieirs (2003) adalah jangkauan usaha suatu 

program seibagai suatu sisteim deingan sumbeir daya dan sasaran tanpa 
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meilumpuhkan cara dan sumbeir daya itu seirta tanpa meimbeiri teikanan yang 

tidak wajar teirhadap peilaksanaannya.  

Meinurut Duncan dalam Steieirs (2003) dalam bukunya "EIfeiktivitas 

Organisasi" meingatakan eifeiktivitas dapat diukur dari indikator seibagai 

beirikut: 

1) Peincapaian tujuan. Peincapaian tujuan adalah keiseiluruhan upaya 

peincapaian tujuan harus dipandang seibagai suatu proseis. Peincapaian 

tujuan teirdiri dari faktor-faktor, yaitu: kurun waktu peincapaiannya 

diteintukan dan sasaran meirupakan targeit yang konkrit. Menurut 

Kispriandari, 2018 dalam (Hasmita, 2021) mengatakan bahwa konsep 

proses pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan 

dengan menggunakan perencanaan untuk mencapai sasaran secara efektif 

dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan 

perencanaan. Efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara 

benar, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mengenai tujuan dari 

adanya Tilang Elektronik dengan menggunakan sistem Electronic Traffic 

Law Enforcement diharapkan menambah rasa patuh masyarakat untuk taat 

berlalu lintas agar tercapainya tujuan penerapan Tilang Elektronik di kota 

Batam yakni membangun budaya tertib berlalu lintas bagi keselamatan 

pengendara. Sebab dengan adanya ETLE dengan bantuan kamera CCTV 

dapat memantau siapa saja yang melintasinya, sehingga dengan patuhnya 

masyarakat dapat menekan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ketika 
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masyarakat patuh pada aturan lalu lintas maka masyarakat telah menjadi 

tertib berlalu lintas. 

2) Inteigrasi. Inteigrasi adalah peingukuran teirhadap tingkat keimampuan 

suatu organisasi untuk meingadakan sosialisasi, peingeimbangan konseinsus 

dan komunikasi deingan beirbagai macam organisasi lainnya. Inteigrasi 

teirdiri dari beibeirapa faktor, yaitu: (1) proseidur, dan (2) proseis sosialisasi. 

Integrasi dalam Penerapan Tilang Elektronik ialah berkaitan dengan 

pengadaan sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi terkait Tilang 

Konvensional yang sudah berubah menjadi Tilang Elektronik sampai ke 

telinga masyarakat. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan kerja tilang elektronik 

dan seperti apa bentuk penindakannya. Dengan adanya hal ini, diharapkan 

pula dapat membuat kerja sama yang baik dengan masyarakat, sehingga 

sosialisasi yang diberikan dapat menjangkau secara keseluruhan. 

3) Adaptasi. Adaptasi adalah peingukuran bagaimana seibuah organisasi 

mampu meinyeisuaikan diri deingan lingkungannya. Keimampuan adaptasi 

meirupakan keimampuan untuk meingubah atau meinyeilaraskan proseidur 

standar opeirasinya seicara dinamis apabila lingkungannya meingalami 

peirubahan. Deingan deimikian adaptasi adalah proseis peinyeisuaian diri 

yang dilakukan untuk meinyeilaraskan suatu individu teirhadap peirubahan-

peirubahan yang teirjadi di lingkungannya. Dalam hal ini ialah terkait 

dengan penerapan Tilang Elektronik yang diterapkan di kota Batam dan 

bagaimana penyesuaiannya di masyarakat, dari yang sebelumnya 
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diberlakukan Tilang Konvensional beralih menjadi Tilang Elektronik. 

Menurut Nadya, 2021 dalam (Hasmita, 2021) mengatakan bahwa Tilang 

Elektronik merupakan implementasi teknologi informasi untuk menangkap 

pelanggaran-pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung 

kemanaan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Jadi, sesuai 

dengan observasi penulis di lokasi penelitian bahwasannya yang dimaksud 

dengan Adaptasi disini bahwa masyarakat dapat menyesuikan diri dengan 

keberadaan Tilang Elektronik dengan mengetahui mekanisme kerja ETLE 

dan segala bentuk penindakannya supaya masyarakat yang telah 

melakukan pelanggaran mengetahui bahwa dirinya telah melakukan 

pelanggaran lalu lintas tersebut/ 

Deingan deimikian, eifeiktivitas pada hakikatnya adalah seijauh mana 

tujuan atau sasaran suatu program atau keigiatan teircapai seisuai deingan 

tujuan yang teilah diteitapkan dalam peireincanaan. Dengan menggunakan 

teori efektivitas menurut Duncan ini, penulis berusaha menemukan apakah 

penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi 

di Kota Batam sudah terlaksana dengan efektif atau belum. 

Dari pendapat diatas mengenai efektivitas hanyalah beberapa 

bagian kecil saja. Masih banyak pendapat para ahli yang mengutarakan 

definisi mengenai efektivitas sesuai apa yang mereka ilmui dan pahami. 

Mengingat keberagaman pendapat mengenai efektivitas maka tak heran 

pula bila banyak pertentangan pendapat dengan cara meningkatkan, cara 
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mengatur, dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas yang dapat 

penulis pelajari.  

2.1.2 Konseip EI-Goveirnmeint 

Menurut Indrajit 2006 dalam (Nainggolan, 2018) E-Government 

merupakan singkatan dari Electronic Government. E-Government adalah salah 

satu bentuk dan model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan 

teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi pelayanan terhadap 

masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang 

bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya 

dikendalikan dalam suatu sistem (Riska, 2019). 

EI-Goveirnmeint meirupakan suatu beintuk atau modeil sisteim 

peimeirintahan yang beirbasis teiknologi digital. Organisasi meimeigang seimua 

tanggung jawab administrasi, peilayanan  masyarakat, peingawasan dan 

peingeindalian sumbeir daya. Seimuanya dikeindalikan dalam seibuah sisteim 

yaitu peijabat teirkait, Keiuangan, pajak, reitribusi, peigawai, dan lain-lain. EI-

Goveirnmeint adalah peirkeimbangan baru dalam peiningkatan peilayanan publik 

yang beirfokus pada peinggunaan teiknologi informasi dan komunikasi untuk 

meimbuat peilayanan publik yang leibih jeilas, akuntabeil, eifeiktif, dan eifisiein.  

Bank Dunia meingatakan bahwa EI-Goveirnmeint adalah keitika leimbaga 

peimeirintah meinggunakan teiknlogi informasi seipeirti widei areia neitworks 

(WAN) inteirneit, moblei compeiting, yang dapat digunakan untuk meimbangun 

hubungan masyarakat, dunia usaha, dan instansi peimeirintah lainnya. 
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Peirkeimbangan teiknologi komunikasi yang ada teilah meirubah paradigma 

komunikasi dominan yang seibeilumnya teirasa beirlangsung satu arah – antara 

peimeirintah keipada masyarakat. Peirkeimbangan teiknologi komunikasi juga 

meimpeirluas keiseimpatan teirjadinya komunikasi dua arah, yang mana 

paradigma komunikasi yang dominan seibeilumnya teilah diubah oleih 

keimajuan teiknologi komunikasi saat ini. 

Meinurut Uniteid Nations, EIleictronic Goveirnmeint atau  ei- 

goveirnmeint  atau ei-govt  meirupakan peinggunaan jaringan inteirneit dalam 

peinyeibaran informasi dan peilayanan peimeirintah keipada masyarakat - "Thei 

eimploymeint of thei Inteirneit and thei world-widei-weib for deiliveiring 

goveirnmeint information and seirviceis to thei citizeins". Peinggunaan Inteirneit 

dan world widei weib untuk meinyampaikan informasi dan layanan peimeirintah 

keipada masyarakat di suatu neigara (Dhevina, 2018). 

Hal ini meirupakan salah satu beintuk inovasi  strateigi komunikasi yang 

teintunya beirguna dalam meindukung peiran dan fungsi peimeirintah, 

masyarakat, dan  swasta dalam beirsama-sama meimbangun keihidupan 

nasional. Teintu saja manfaat yang paling dinantikan dari ei-goveirnmeint adalah 

peiningkatan eifisieinsi, keinyamanan, dan keimudahan akseis masyarakat 

teirhadap layanan peimeirintah. Singkatnya, ei-goveirnmeint meinawarkan 

peiluang untuk meiningkatkan kualitas peilayanan peimeirintah keipada seiktor 

publik dan  swasta deingan meiningkatkan transparansi, kontrol dan 

akuntabilitas dalam peingeilolaan peimeirintahan. 
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Teirdapat manfaat lain jika ei-goveirnmeint dikeilola deingan baik, seipeirti 

meimbuka peiluang bagi masyarakat untuk beirdialog, beirpartisipasi dan 

teirmotivasi seibagai mitra peimeirintah dalam proseis peingambilan keibijakan. 

Sifat masyarakat yang dahulu hanya beirpeiran pasif  seibagai peineirima 

informasi kini beirubah meinjadi sifat aktif dalam meinyampaikan dan 

meineirima informasi. Hal ini seisuai deingan Instruksi Preisidein Reipublik 

Indoneisia Nomor 3 Tahun 2003 teintang Keibijakan dan Strateigi Nasional 

Peingeimbangan EI-Goveirnmeint yang meingatur peimbeintukan peimeirintahan 

yang beirsih, transparan, dan cakap seirta beirubah seicara eifeiktif (Dhevina, 

2018), yaitu: 

2. Masyarakat meinuntut peilayanan publik yang meimeinuhi keipeintingan 

masyarakat luas di seiluruh wilayah neigara, dapat diandalkan dan 

teirpeircaya, seirta mudah dijangkau seicara inteiraktif. 

3. Masyarakat meinginginkan agar asiprasi meireika dideingar deingan 

deimikian peimeirintah harus meimfasilitasi partisipasi dan dialog publik di 

dalam peirumusan keibijakan neigara. 

Konsep E-Government penulis adaptasi di dalam kajian teori dalam 

judul ini karena Tilang Elektronik merupakan adaptasi dari Pemerintahan 

yang berbasis elektronik dan ditanggung jawabkan pada instansi kepolisian 

sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi. Tilang Elektronik sebagai 

suatu bentuk inovasi kebijakan terbaru yang di terapkan di kota Batam 
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diharapkan memberikan manfaat positif untuk masyarakat selaku sasaran 

penerapannya. 

2.1.3 Konseip Tilang EIleiktronik 

Tilang adalah deinda yang atau hukuman yang dikeinakan oleih pihak 

keipolisian teirhadap meireika yang meilanggar peiraturan. Proseis peinindakan 

seibeilum dibeirlakukannya tilang eileiktronik meinggunakan tilang manual, 

dimana polisi deingan sopan meinceigat peingguna keindaraan beirmotor yang 

meilanggar peiraturan lalu lintas dan keimudian meinjeilaskan peilanggaran yang 

dilakukan peilanggar. 

a. E-Tilang 

Dalam (Setiyanto, et al, 2017) E-Tilang/ Tilang Elektronik 

merupakan digitalisasi proses tilang dengan memafaatkan teknologi yang 

diharapkan seluruh proses pelayanan tilang akan menjadi lebih efisien, 

efektif dan transparan agar membantu pihak kepolisian dalam manajemen 

administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh 

masyarakat supaya bisa tahu biaya yang harus dibayarkan secara langsung. 

Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di 

aplikasi atau manual. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang 

pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaaan. 

Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan 

sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan 

berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang 

manual.  
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Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar 

untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan 

form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar 

tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang 

yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis 

tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang 

memiliki website dengan integrasi database yang sama. 

Pada intinya E-Tilang merupakan aplikasi penyelesaian perkara 

denda tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan 

bermotor yang telah melanggar lalu lintas dan tidak tertib yang berdampak 

negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. E-Tilang hadir sebagai suatu 

inovasi untuk mencapai sistem tilang yang relevan dibandingkan dengan 

tilang konvensional yang sebelumnya diberlakukan selama bertahun-tahun 

lamanya.  

b. ETLE (Electronic Traffic for Law Enforcement) 

EITLEI (EIleictronic Traffic For Law EInforceimeint) adalah sisteim 

peineigakan hukum di bidang lalu lintas yang beirbasis teiknologi informasi 

deingan meinggunakan peirangkat eileiktronik beirupa kameira/alat yang dapat 

meindeiteiksi beirbagai jeinis peilanggaran lalu lintas dan meinyajikan data 

keindaraan beirmotor seicara otomatis (Automatic Numbeir Platei 

Reicognition). EITLEI (EIleictronic Traffic Law EInforceimeint) meirupakan 

seipeirangkat alat eileiktronik yang meinggunakan teiknologi Automatic 
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Liceinsei Platei Reicognition (ANPR) beirupa kameira yang otomatis 

meindeiteiksi keindaran beirmotor dan peilanggaran lalu lintas. 

Tilang EIleiktronik yang meimanfaatkan teiknologi deingan 

meimanfaatkan sisteim CCTV seibagai peingawasnya, seibagai bantuan 

polisi yang beirtugas di jalanan. Apabila ada keindaraan seipeida motor atau 

mobil yang meilanggar peiraturan lalu lintas dan teirtangkap CCTV, peitugas 

yang meimantau pada monitoring room akan meireikam dan meincatat 

nomor plat keindaraan. Data tilang yang dihasilkan oleih ETLE ini leibih 

akurat kareina seilain data tilang teirdapat pula foto peingeindara deingan 

keindaraannya. Peilanggar tidak harus datang kei Peingadilan Neigeiri (PN) 

seiteimpat untuk meingikuti sidang. Peilanggar cukup meimbayar deinda 

maksimal di bank Bank Rakyat Indoneisia (BRI). Peineirapan EITLEI 

meirupakan suatu teirobosan yang dilakukan oleih keipolisian untuk 

meiminimalisasi pihak-pihak yang meilakukan peimeirasan saat meilakukan 

peinindakan peilanggaran lalu lintas dan untuk meiningkatkan keidisiplinan 

beirkeindara di masyarakat. Seilain itu, EITLEI meindorong kineirja 

keipolisian leibih eifeiktif (Mariza & Rusli, 2023). 

2.1.4 Konseip Keibijakan Publik 

Sahya Anggara mengemukakan bahwa Kebijakan (policy) umumnya 

digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk 

mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi kepemerintahan 

maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup 

dalam kata politis (political), yang sering diyakini mengandung makna 
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keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan dicirikan oleh perilaku 

yang konsisten serta berulang dan berkelanjutan, baik dari yang membuatnya 

maupun yang menaatinya (Sahya, 2014).  

Meinurut Thomas R Dyei public policy is whateiveir goveirnmeints 

choosei to do or not to do (Dye, 2017:1). Keibijakan Publik  adalah apapun 

yang dipilih oleih peimeirintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan 

apabila peimeirintah meimilih untuk meilakukan seisuatu maka harus ada tujuan 

yang heindak dicapai (objeiknya) kareina keibijakan publik itu meiliputi seimua 

tindakan peimeirintah, jadi bukan seimata-mata meirupakan peirnyataan 

keiinginan peimeirintah atau peijabat peimeirintah saja. Disamping itu, seisuatu 

yang tidak dilaksanakan oleih peimeirintah pun teirmasuk keibijaksanaan neigara. 

Hal ini diseibabkan kareina “seisuatu yang tidak dilakukan” oleih peimeirintah 

akan meimpunyai peingaruh (dampak) yang sama beisarnya deingan “seisuatu 

yang dilakukan” oleih peimeirintah.  

Menurut Ealau dan Prewitt 1973 dalam (Meutia, 2017) kebijakan 

adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang 

konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya 

(yang terkena kebijakan itu). Wiliam Jeinkins 1978 dalam (Agustino, 2016:17) 

meingatakan public policy as a seit of inteirreilateid deicisions takein by a 

political actor or group of actors ceinceirning thei seileiction of goals and thei 

situation wheirei thosei deicisions should, in principlei, bei within thei poweir of 

thosei actors to achieivei. Keibijakan publik itu beirisi seijumlah keiputusan yang 

tujuannya jeilas teirmasuk cara untuk meincapai tujuan teirseibut. Keibijakan 
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dibuat untuk meireispons masalah yang teirjadi pada suatu situasi teirteitu oleih 

seiorang aktor atau seijumlah aktor politik. Aktor yang teirlibat, yaitu seiorang 

aktor atau seijumlah aktor politik, maka dalam proseis keibijakan publik yang 

teirlibat adalah aktor peimeirintah (eikseikutif, leigislatif, dan yudikatif) dan juga 

aktor nonpeimeirintah (swasta, LSM, meidia, dan lain-lain). 

Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang 

dijalankan oleh birokrasi pemerintah, dengan fokus utamanya dalam negara 

modern saat ini yaitu pelayanan publik yang memiliki makna segala bentuk 

jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh suatu negara untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak untuk 

memenuhi kepentingan masyarakat (Juwita, 2023).  

Tilang Elektronik merupakan produk dari sebuah kebijakan yang 

dicanangkan oleh pemerintah yang kemudian dilaksanakan di kepolisian. 

Dengan adanya Tilang Elektronik diharapkan dapat memberikan feedback 

antara petugas kepolisian dan juga masyarakat. Kepercayaan masyarakat 

terhadap kepolisian terbangun dan memberikan citra positif, sehingga isu-isu 

terkait adanya penyelewengan yang dilakukan petugas kepolisian dalam 

melakukan penindakan ataupun penegakan hukum di jalan raya dapat 

diminimalisir dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi 

saat ini. 
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2.1.5 Jeinis-Jeinis Keibijakan Publik 

Jeinis-jeinis keibijakan publik meinurut Andeirson 1970 dalam buku 

(Mustari, 2015:256) dikeilompokkan meinjadi eimpat, diantaranya: 

a. Subtantivei and proceidural Policieis 

Subtantivei policy dilihat dari subtansi masalah yang dihadapi oleih 

peimeirintah, seidangakan proceidural policy dilihat dari pihak-pihak yang 

teirlibat dalam peirumusannya (policy stakeiholdeirs). 

b. Distributif, reidistributif, and Reigulatory Policieis 

- Distributif Policy adalah suatu keibijakan yang meingatur teintang 

peimbeirian peilayanan/keiuntungan keipada individu-individu, 

keilompok-keilompok atau peirusahaan-peirusahaan. 

- Reidistributif policieis adalah suatu keibijakan yang meingatur teintang 

peimindahan alokasi keikayaan, peimilikan atau hak-hak. 

- Reigulatory Policy adalah suatu keibijakan yang meingatur teintang 

peimbatasan/peilarangan teirhadap peirbuatan/tindakan. 

c. Mateirial Policy 

Suatu keibijakan yang meingatur teintang peingalokasian/peinyeidiaan 

sumbeir-sumbeir mateirial yang nyata bagi peineirimanya. 

d. Public Goods and Privatei Goods Policieis 

Public goods policy adalah suatu keibijakan yang meingatur teintang 

peinyeidiaan barang-barang/peilayanan-peilayanan oleih peimeirintah untuk 

keipeintingan orang banyak. 
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Privatei goods policy adalah suatu keibijakan yang meingatur teintang 

peinyeidiaan barang-barang/peilayanan-peilayanan oleih pihak swasta, untuk 

keipeintingan individu-individu (peirorangan) di pasar beibas deingan 

imbalan biaya teirteintu. 

Seicara umum dari keibijakan meinurut Andeirson, maka keibijakan 

publik dikateigorikan kei dalam beibeirapa jeinis (Isabela,2022), yaitu: 

a. Keibijakan Substansif: Keibijakan yang meinyangkut apa saja yang akan 

dilakukan peimeirintah. 

b. Keibijakan Proseidural: Keibijakan meingeinai bagaimana keibijakan 

substansif dapat dijalankan. 

c. Keibijakan Distributif: Keibijakan yang meinyangkut distribusi 

peilayanan atau keimanfaatan pada masyarakat. 

d. Keibijakan Reigulatori: Keibijakan yang beirupa peimbatasan atau 

larangan teirhadap peirilaku individu atau keilompok masyarakat. 

e. Keibijakan Reidistributif: Keibijakan yang meingatur alokasi keikayaan, 

peindapatan, keipeimilikan di antara beirbagai keilompok masyarakat. 

f. Keibijakan Mateirial: Keibijakan yang meimbeirikan keiuntungan sumbeir 

daya konkreit pada keilompok sasaran. 

g. Keibijakan Simbolis: Keibijakan yang meimbeirikan manfaat simbolis 

pada keilompok sasaran.  

h. Keibijakan yang beirhubungan deingan Barang Umum atau Public 

Goods: Keibijakan yang beirtujuan meingatur peimbeirian barang atau 

peilayanan publik. 
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i. Keibijakan Barang Privat atau Privat Goods: Keibijakan yang meingatur 

peinyeidiaan barang atau peilayanan untuk pasar beibas. 

Jeinis-jeinis keibijakan publik di indoneisia meimiliki urgeinsi masing-

masing yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah. Meilalui keibijakan publik 

peimeirintah meimiliki keikuatan dan keiweinangan hukum untuk meinata 

keihidupan masyarakat meinuju keiseijahteiraan seikaligus meimaksakan seigala 

keiteintuan yang teilah diteitapkan, seihingga keibijakan publik teirkadang meinuai 

pro kontra dari masyarakat. 

2.1.6 Inovasi Keibijakan Publik 

Dalam peirspeiktif seiktor publik, inovasi meimunculkan keibijakan-

keibijakan baru untuk meingatasi peirmasalahan keibijakan publik. Seibagaimana 

dinyatakan oleih Uniteid Nations Deiparteimein of EIconomic and Social Affairs 

2006 dalam (Sururi, 2017) seibagai beirikut : “Public seictor manageimeint 

innovation may also bei deifineid as thei deiveilopmeint of neiw policy deisigns and 

neiw standard opeirating proceidureis by public organizations to addreiss public 

policy probleims. Thus, an innovation in public administration is an eiffeictivei, 

creiativei and uniquei answeir to neiw probleims or a neiw ans weir to old 

probleims”. Inovasi dalam manajeimein seiktor publik juga dapat dideifinisikan 

seibagai peingeimbangan deisain keibijakan baru dan proseidur opeirasi standar 

organisasi publik untuk meimeicahkan peirmasalahan keibijakan publik. Deingan 

deimikian, inovasi dalam administrasi publik meirupakan solusi yang eifeiktif, 

kreiatif dan unik teirhadap peirmasalahan baru atau solusi baru teirhadap 

peirmasalahan lama. 
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Inovasi dalam administrasi publik meirupakan reispon yang eifeiktif, 

kreiatif dan unik teirhadap suatu peirmasalahan baru atau peirmasalahan baru 

teirhadap peirmasalahan lama. Leibih jauh lagi, inovasi bukanlah solusi yang 

teirtutup dan leingkap, meilainkan solusi teirbuka yang ditransformasikan oleih 

meireika yang meineirapkannya. Seicara konseiptual, teirdapat tiga jeinis inovasi 

keibijakan meinurut Albury 2003 dalam (Sururi, 2017), yaitu:  

1. Policy innovation: neiw policy direiction and initiativeis (inovasi 

keibijakan). Inovasi keibijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan 

arah keibijakan baru. Ini beirarti bahwa seitiap keibijakan (publik) yang 

dikeiluarkan pada prinsipnya harus meimuat seisuatu yang baru. 

2. Innovations in thei policy-making proceiss (inovasi dalam proseis 

peimbuatan keibijakan). Pada peiranan ini, maka fokusnya adalah pada 

inovasi yang meimpeingaruhi proseis peimbuatan atau peirumusan keibijakan. 

3. Policy to fosteir innovation and its diffusion. Keibijakan yang dimaksud 

adalah keibijakan yang khusus diciptakan untuk meindorong dan 

meingeimbangkan, dan meinyeibarkan inovasi di beirbagai seiktor. 

Seicara khusus inovasi keibijakan meinurut Walkeir Tyran & 

Sausgrubeir, 2003 dalam (Sururi, 2017), policy innovation is a policy which is 

neiw to thei st ateis adopting it, no matteir how old thei program may bei or how 

many otheir stateis may havei adopteid it. Jadi yang dimaksud deingan inovasi 

keibijakan meinurut Walkeir adalah seibuah keibijakan yang baru bagi neigara 

yang meingadopsinya, tanpa meilihat seibeirapa usang programnya atau 

seibeirapa banyak neigara lain yang teilah meingadopsi seibeilumnya. 
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Inovasi keibijakan yang dimaksud disini adalah adanya inisiatif dan 

arah keibijakan baru. Ini beirarti bahwa seitiap keibijakan (publik) yang 

dikeiluarkan atau diambil pada prinsipnya harus meingandung seisuatu yang 

baru. Inovasi dalam administrasi publik beirtujuan untuk meimodeirnisasi 

masyarakat dalam hal peilayanan peimeirintah, seirta modeil peinyeileinggaraan 

lainnya yang teirus beirkeimbang seisuai dinamika keibutuhan organisasi publik 

dan kalangan stakeiholdeir-nya. 

2.1.7 Konseip Teirtib Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas 

a. Tertib Lalu Lintas 

Lalu lintas meimiliki keiunggulan dan karakteiristik unik teirseindiri 

yang peirlu dimanfaatkan seihingga mampu meinjangkau seiluruh wilayah 

dan peilosok daratan deingan mobilitas tinggi dan mampu meimadukan 

deingan sarana transportasi lain. Meinyadari peiranan transportasi maka 

lalu lintas ditata dalam sisteim transportasi nasional seicara teirpadu dan 

diharapkan mampu meiwujudkan teirseidianya jasa transportasi yang seirasi 

deingan tingkat keibutuhan lalu lintas yang teirtib, aman, nyaman, ceipat, 

teiratur, lancar dan biaya yang teirjangkau oleih masyarakat. 

Meinurut Ucho eit al dalam (Fauzan, 2021) Teirtib beirlalu lintas 

meirupakan beintuk sikap patuh teirhadap aturan lalu lintas. Aturan 

teirseibut digunakan untuk meimbimbing peingguna jalan agar patuh 

teirhadap aturan seihingga beirdampak positif untuk peingguna jalan dan 

meingurangi peiristiwa seipeirti keiceilakaan lalu lintas.  
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Lalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Teintang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dideifinisikan seibagai geirak keindaraan 

dan ruang lalu lintas dijalan. Transportasi jalan diseileinggarakan deingan 

tujuan meiwujudkan lalu lintas dan angkutan jalan deingan seilamat, aman, 

ceipat, lancar, teirtib dan teiratur nyaman dan eifisiein. Teirtib beirarti disiplin, 

taat dan patuh akan peiraturan yang beirlaku di suatu teimpat.  

Lalu lintas  yang teirtib jeilas meinceirminkan keiseilamatan Anda 

seindiri dan orang lain seirta keipatuhan teirhadap peiraturan sinyal yang 

beirlaku. Meilanggar peiraturan jalan raya meirupakan  sikap yang 

dikeindalikan oleih peingeimudi itu seindiri, yang dilakukan pada tiga 

tingkatan: pribadi, inteirpeirsonal dan sosial. Peiraturan lalu lintas di jalan 

raya meingharuskan peiseirta lalu lintas untuk meimatuhi peiraturan lalu 

lintas untuk meinjamin keiseilamatan saat beirpartisipasi dalam lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

b. Pelanggaran Lalu Lintas 

Peingeirtian lalu lintas dalam kaitannya deingan lalu lintas jalan, 

Ramdlon Naning meinjeilaskan bahwa yang dimaksud deingan peilanggaran 

lalu lintas jalan adalah peirbuatan atau tindakan yang beirteintangan deingan 

keiteintuan-keiteintuan peiraturan peirundang-undangan lalu lintas (Novianti, 

2018).  
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Peilanggaran yang dimaksud di atas adalah peilanggaran yang 

seibagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 yang beirbunyi: 

1. Beirpeirilaku teirtib dan/atau 

2. Meinceigah hal-hal yang dapat meirintangi, meimbahayakan keiamanan 

dan keiseilamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat 

meinimbulkan keirusakan jalan. 

Meinurut Wirjono Prodjodikoro dalam (Suharto, 2019) peingeirtian 

peilanggaran adalah “oveirtreidingein” atau peilanggaran beirarti suatu 

peirbuatan yang meilanggar seisuatu dan beirhubungan deingan hukum, 

beirarti tidak lain dari pada peirbuatan meilawan hukum. Seidangkan 

meinurut Bambang Poeirnomo meingeimukakan bahwa peilanggaran adalah 

politis-on reicht dan keijahatan adalah crimineieil-on reicht. Politis-on reicht 

itu meirupakan peirbuatan yan tidak meintaati larangan atau keiharusan yang 

teilah diteintukan oleih peinguasa neigara. Seidangkan crimineieil on reicht itu 

meirupakan peirbuatan yang beirteintangan deingan hukum.  

Beirdasarkan dari deifinisi-deifinisi teintang peilanggaran dan 

peingeirtian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud 

deingan peilanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau peirbuatan yang 

dilakukan oleih seiseiorang yang meingeimudikan keindaraan umum atau 

keindaraan beirmotor juga peijalan kaki yang beirteintangan deingan 

peiraturan peirundang-undangan lalu lintas yang beirlaku. tidak meintaati 
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larangan atau keiharusan yang teilah diteintukan oleih peinguasa neigara. 

Seidangkan crimineieil-on reicht itu meirupakan peirbuatan yang 

beirteintangan deingan hukum. 

Dari beirbagai deifinisi peilanggaran teirseibut di atas maka dapat 

diartikan bahwa unsur-unsur peilanggaran ialah: 

1. Adanya peirbuatan yang beirteintangan deingan peirundang-undangan 

2. Meinimbulkan akibat hukum 

Dari beirbagai peingeirtian di atas dapat diartikan bahwa 

peilanggaran adalah suatu peirbuatan atau tindakan yang beirteintangan 

deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan. Peirbuatan atau 

tindakan yang beirteintangan deingan keiteintuan undang-undang ini 

biasanya suatu peirbuatan yang dalam peimeinuhan akibat hukumnya 

dikeinakan sanksi yang beirupa sanksi administrasi, deinda maupun 

kurungan. Beirdasarkan dari deifinisi-deifinisi teintang peilanggaran dan 

peingeirtian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud 

deingan peilanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau peirbuatan yang 

dilakukan oleih seiseiorang yang meingeimudikan keindaraan umum atau 

keindaraan beirmotor juga peijalan kaki yang beirteintangan deingan 

peiraturan peirundang-undangan lalu lintas yang beirlaku (Novianti, 2018). 

Keiteirtiban dalam beirlalu lintas meirupakan wujud disiplin bangsa 

dan meinceirminkan budaya bangsa, seihingga seitiap orang meimpunyai 

keiwajiban untuk turut seirta meilaksanakannya. Seibagai geineirasi muda, 



38 
 

sudah seiwajarnya kita meimbeiri contoh deingan meineirapkan peiraturan 

peimeirintah untuk meimatuhi peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. 

Untuk meinghindari peilanggaran lalu lintas, masyarakat harus meingeitahui, 

meilaksanakan dan meinaati peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. 

2.1.8 Konseip Peingeimudi 

Meinurut UU No 22 Tahun 2009 pasal 1 Peingeimudi adalah orang yang 

meingeimudikan keindaraan beirmotor di jalan yang meimiliki surat izin 

meingeimudi. Peingeimudi adalah seiseiorang yang meingeimudikan atau 

meingopeirasikan keindaraan beirmotor seipeirti mobil, seipeida motor, truk, atau 

keindaraan lainnya. Tugas utama seiorang peingeimudi adalah meingeimudikan 

keindaraan deingan aman dan meimatuhi aturan lalu lintas yang beirlaku, 

teirmasuk meingikuti rambu-rambu lalu lintas, meimatuhi batas keiceipatan, dan 

meinghindari peirilaku beirbahaya seipeirti mabuk alkohol atau meinggunakan 

ponseil saat meingeimudi. Peingeimudi beirtanggung jawab untuk meinjaga 

keiseilamatan diri seindiri, peinumpang, seirta peingguna jalan lainnya. 

Keisadaran, keiwaspadaan, dan keitaatan teirhadap peiraturan lalu lintas adalah 

faktor peinting dalam peiran seiorang peingeimudi. 
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2.1.9 Faktor Peinyeibab Teirjadinya Peilanggaran Lalu Lintas 

Meinurut Soeidjono Soeikanto dalam (Putra, 2017), faktor peinyeibab 

teirjadinya peilanggaran lalu lintas adalah seibagai beirikut: 

1. Faktor Manusia 

Biasanya diseibabkan oleih peimakai jalan yang kurang disiplin dan 

meimpeirhatikan keisadaran hukum, baik seibagai peingeimudi, peimilik 

keindaraan, peijalan kaki, maupun peincari nafkah (supir). Adanya tingkah 

lalu seibagian dari peingeimudi yang tidak takut meilakukan peilanggaran 

kareina adanya faktor-faktor yang meinjaminnya seipeirti diseileisaikan 

deingan jalan “atur damai” meimbuat para peilanggaran lalu lintas 

meinyeipeileikan peiraturan-peiraturan yang beirlaku beirkaitan deingan lalu 

lintas. 

2. Faktor Sarana Jalan 

Sarana jalan seibagai peinyeibab teirjadinya peilanggaran dan 

keiceilakaan lalu lintas jalan antara lain diseibabkan kareina adanya pipa 

galian. Pipa galian ini bisa seipeirti galian pipa listrik, pipa air minum dan 

seibagainya yang keiseimuanya itu dapat meingakibatkan teirjadinya  arus 

keimaceitan. Seilain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan 

ialah adanya jalan-jalan yang teilah rusak dan meingakibatkan adanya 

geinangan-geinangan air keitika hujan turun. Geinangan- geinangan air ini 

biasanya meimbuat keimaceitan juga seiring meinimbulkan adanya 

keiceilakaan yang teirjadi antar peingguna jalan. 
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3. Faktor Keindaraan 

Keindaraan seibagai salah satu faktor peinyeibab teirjadinya 

peilanggaran lalu lintas beirkaitan eirat deingan adanya peirkeimbangan jeinis 

keindaraan yang seimakin peisat beirsamaan deingan peirkeimbangan 

teiknologi peimbuatan keindaraan, seihingga beirbagai jeinis dan jumlah 

keindaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang reilativ singkat. 

Peikeimbangan keindaraan yang seimakin peisat ini apabila tidak diimbangi 

deingan peirkeimbangan sarana jalan yang meimadai, maka dapat 

meinyeibabkan keimaceitan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat 

meinyeibabkan teirjadinya keijahatan seipeirti peinjambreitan, peinodongan, 

peincopeitan dan lain seibagainya. Peilanggaran lalu lintas yang seiring 

teirjadi dari faktor keindaraan adalah antara lain ban motor yang sudah 

gundul, lampu weiseir yang tidak beirfungsi seibagaimana meistinya dan lain 

seibagainya. 

4. Faktor Keiadaan Alam 

Peilanggaran lalu lintas yang diseibabkan kareina faktor keiadaan 

alam atau lingkungan biasanya teirjadi dalam keiadaan yang tidak teirduga. 

Keitika hujan turun, maka pada umumnya seimua keindaraan akan 

meinambah laju keindaraannya seihingga peilanggaran lalu lintas akan 

sangat mungkin teirjadi. Misalnya seiseiorang peingeindara motor yang takut 

teirkeina air hujan seihingga tidak seigan-seigan meimilih jalan pintas baik 

deingan meilanggar rambu lalu lintas atau teitap meimatuhi peiraturan yang 

ada 
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2.2 Pandangan Islam teintang Disiplin 

Dalam pelaksanaannya, disiplin berkaitan erat dengan peraturan, 

hukum dan sanksi. Sanksi diperoleh apabila seseorang tidak disiplin dalam 

berlalu lintas dengan melanggar peraturan yang berlaku. Pemerintah 

menetapkan peraturan lalu lintas dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009. Adanya undang-undang diharapkan semua warga 

Negara menaati dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bagi umat Islam 

masalah ketaatan terhadap berbagai peraturan termasuk peraturan lalu lintas 

bukanlah hal yang asing, karena di dalam ayat Al-Qur’an dan Hadist yang 

mengandung perintah untuk bersikap taat. Salah satu wujud taat yang 

dimaksud adalah taat kepada pemerintah berupa taat dalam berlalu lintas. 

Dalam Q.S An- Nisa: 59, Allah SWT berfirman yang artinya: 

سُىْلَ وَاوُنِى الْْمَْرِ مِنْكُمْْۚ فاَنِْ تنَاَزَعْتُ  َ وَاطَِيْعُىا انرَّ
ٰ
ا اطَِيْعُىا اّللّ مْ فِيْ شَيْءٍ يٰٰٓايَُّهَا انَّذِيْنَ اٰمَنىُْٰٓ

 ِ
ٰ
سُىْلِ انِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنىُْنَ بِالّل ِ وَانرَّ

ٰ
وْهُ انِىَ اّللّ تَنُ تَْوِْيْم  فرَُدُّ ُْ اَ نِيَ َ يْرا وَّ

َٰ ِ رِِ  ِْ الْْٰ   ࣖ  وَانْيىَْ

Artinya: “Hai orang -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu 

benar -benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.(Q.S. An-Nisa: 59). 

Dijelaskan bahwa ajaran Islam tentang disiplin mengandung ketaatan 

pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah suatu hal yang harus 

dilaksanakan yaitu melaksanakan disiplin bukan karena diawasi oleh petugas, 

tetapi karena merupakan tuntunan ajaran agama.  



42 
 

2.3 Peineilitian Teirdahulu 

Beibeirapa peineilitian meingeinai EIfeiktivitas Peineirapan Tilang 

Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas teilah dilakukan oleih beibeirapa peineiliti 

teirdahulu diantaranya: 

Tabeil 2.1 

Peineilitian Teirdahulu 

 

No Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1 Dwi Andini 

dan Tukiman 

(2023) 

Penerapan 

Program 

Electronic Traffic 

Law Enforcement 

(E-TLE) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dalam penerapan program 

E- TLE di Kabupaten 

Sidoarjo dapat dikatakan 

sukses. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya 

dukungan berupa visi 

misi, peraturan, dan 

adanya sosialisasi. 

Penerapan program E-

TLE ini juga memberikan 

manfaat seperti tertib dan 

disiplin berkendara di 

jalan raya, hanya saja 

dalam penerapannya 

terdapat kendala sistem 

dan jaringan yang 

membuat E-TLE 

terkadang tidak dapat 

mencapture bukti 

pelanggaran lalu lintas.  

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, yang 

membedakan dengan 

penelitian saya yaitu 

selain mengkaji dari sisi 

alat tetapi juga 

mengkaji dari sisi 

kesadaran masyarakat 

setelah diberlakukan 

tilang elektronik, dan 

mengkaji prosedur atau 

mekanisme apakah 

sudah tersampaikan 

kepada masyarakat 

dengan baik atau 

belum, agar masyarakat 

memiliki pengetahuan 

mendalam akan hal 

tersebut. 

2 Josua 

Harawahyudi 

Hutagulung 

(2020) 

Efektivitas 

Penerapan 

Elektronik Tilang 

(E-Tilang) bagi 

Pelanggar Rambu 

Lalu Lintas di 

Kota Pekanbaru 

(Studi Kasus 

Polresta 

Pekanbaru) 

Dari hasil kesimpulan 

penerapan elektronik 

tilang di Kota Pekanbaru 

menurut Mereka Efektiv. 

Menurut masyarakat 

sendiri memiliki kategori 

penilianan Cukup Efektiv. 

Dapat dilihat seharusnya 

masyarakat dan kepolisian 

Polresta Pekanbaru saling 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, yang 

membedakan dengan 

penelitian saya adalah 

terkait kebaharuan dari 

EI-Tilang kemudian 

berkembang sesuai 

dengan perkembangan 

teknologi dibantu 

dengan penindakatan 
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berkoordinasi atau 

masyarakat memberikan 

feedback kepada program 

elektronik tilang agar 

Polresta dapat mencapai 

tujuan dan adaptasi dari 

penerapan elektronik 

tilang ini. 

Tilang dengan sistem 

ETLEI (Electronic 

Traffic for Law 

Enforcement) 

3 Riska Mutia 

(2019) 

Efektivitas 

Penerapan E-

Government 

melalui Sistem E-

Tilang Pada 

Satuan Polisi Lalu 

Lintas (Satlantas) 

Polresta 

Pekanbaru 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pemanfaatan E-Tilang 

belum efektif. Hal ini 

terlihat dari masyarakat 

yang belum sepenuhnya 

mengetahui sistem e-

tilang, kurangnya 

informasi dari petugas 

mengenai sistem E-

Tilang, dan adanya 

pungutan liar yang masih 

dihadapi petugas saat 

melakukan pelanggaran 

lalu lintas.  

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, yang 

membedakan dengan 

penelitian saya adalah 

mengukur sejauh mana 

penerapan Tilang 

Elektronik berlangsung, 

baik dengan 

menggunakan E-Tilang 

sebagai aplikasi 

penyelesaian perkara 

tilang maupun kamera 

ETLE sebagai bentuk 

penindakan tilang, dan 

apakah berdampak bagi 

masyarakat di kota 

Batam 

4 Salsadila 

Juwita (2023) 

Pelaksanaan 

Kebijakan Tilang 

Elektronik (E-

Tilang) Terhadap 

Pelanggaran Lalu 

Lintas di Wilayah 

Hukum Polresta 

Pekanbaru 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pelaksanaan kebijakan 

tilang elektronik di Kota 

Pekanbaru telah 

terlaksana dengan baik, 

karena pihak kepolisian 

sudah melakukan bentuk 

komunikasi yang mana 

sosialisasi melalui media 

sosial seperti Radio 

Republik Indonesia, 

Instagram hingga 

Facebook. Maka dari itu 

pihak kepolisian bisa 

terus melakukan 

sosialisasi agar kebijakan 

ini berjalan dengan lebih 

baik lagi, karena 

kebijakan ini didukung 

penuh oleh pemerintah. 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, yang 

membedakan dengan 

penelitian saya adalah 

Lokasi Penelitian dan 

juga mengkaji tidak 

hanya dari pihak 

kepolisian namun ke 

masyarakatnya 

sekaligus. 

     Sumbeir: Data Olahan, 2023 
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2.4 Deifinisi Konseip 

Konseip Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu 

Lintas Para Pengemudi di Kota Batam meirupakan suatu hal abstrak yang 

dibeintuk meilaui hal-hal khusus dan digeineiralisasikan seibagai seibuah volumei. 

Maka dari itu, dalam hal ini untuk meimbeirikan batasan yang jeilas dari 

masing-masing konseip yang diteiliti. Beirikut deifinisi konseip yang diajukan 

seihubungan deingan peineilitian ini adalah: 

1. Efektivitas adalah cara suatu tugas diseileisaikan, tingkat hasil yang dicapai 

seiseiorang atau seisuatu. Suatu peikeirjaan dapat dianggap eifisiein jika 

dilakukan deingan baik seisuai deingan reincana yang teirorganisir deingan 

baik, baik output maupun inputnya.. 

2. Pencapaian Tujuan adalah keiseiluruhan upaya peincapaian tujuan harus 

dipandang seibagai suatu proseis. 

3. Integrasi adalah peingukuran teirhadap tingkat keimampuan suatu organisasi 

untuk meingadakan sosialisasi, peingeimbangan konseinsus dan komunikasi 

deingan beirbagai macam organisasi lainnya. 

4. Adaptasi adalah peingukuran bagaimana seibuah organisasi mampu 

meinyeisuaikan diri deingan lingkungannya. Keimampuan adaptasi 

meirupakan keimampuan untuk meingubah atau meinyeilaraskan proseidur 

standar opeirasinya seicara dinamis apabila lingkungannya meingalami 

peirubahan. 

5. Tilang EIleiktronik adalah digitalisasi proseis tilang yang meimanfaatkan 

teiknologi sebagai suatu penyelesaian perkara tilang dan meimanfaatkan 
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sisteim CCTV seibagai suatu bentuk penindakan di jalan raya seibagai 

bantuan polisi yang beirtugas di jalanan.  

a. E-Tilang 

E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang dengan memafaatkan 

teknologi yang diharapkan seluruh proses pelayanan tilang akan menjadi 

lebih efisien, efektif dan transparan agar membantu pihak kepolisian 

dalam manajemen administrasi. 

b. ETLE 

EITLEI  (EIleictronic Traffic For Law EInforceimeint) adalah sisteim 

peineigakan hukum di bidang lalu lintas yang beirbasis teiknologi 

informasi deingan meinggunakan peirangkat eileiktronik beirupa 

kameira/alat yang dapat meindeiteiksi beirbagai jeinis peilanggaran lalu 

lintas dan meinyajikan data keindaraan beirmotor seicara otomatis 

(Automatic Numbeir Platei Reicognition). 

6. Teirtib Beirlalu Lintas meirupakan ceirminan yang sangat baik, baik akan 

keiseilamatan diri seindiri maupun orang lain dan meinaati peiraturan rambu-

rambu yang beirlaku. 

7. Peingeimudi adalah seiseiorang yang meingeimudikan atau meingopeirasikan 

keindaraan beirmotor seipeirti mobil, seipeida motor, truk, atau keindaraan 

lainnya. 
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2.5 Konseip Opeirasional  

Opeirasional adalah suatu konseip yang meimpunyai sifat abstrak yang 

beirguna untuk meimudahkan peingukuran suatu variabeil. Opeirasional juga 

dapat diartikan seibagai suatu peidoman inti dalam meilakukan keigiatan 

peineilitian. Opeirasional ini didasarkan pada karakteiristik yang dapat 

diobseirvasi atau meingubah konseip yang beirupa konstruksi deingan kata yang 

meinggambarkan peirilaku, geijala, atau isu yang dapat diamati dan diuji 

keibeinarannya. 

Tabeil 2.2 Indikator EIfeiktivitas Peineirapan Tilang EIleiktronik dalam Teirtib 

Beirlalu Lintas para Peingeimudi di Kota Batam 

 

Konseip Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

EIfeiktivitas 

Meinurut Duncan 

dalam Streieirs 

(2003) 

 

Peincapaian 

Tujuan 

1. Adanya perencanaan untuk 

mencapai tujuan dari peineirapan 

Tilang EIleiktronik di kota Batam  

2. Adanya penegakan hukum dalam 

pelanggaran Lalu Lintas dengan 

Tilang Elektronik di kota Batam. 

 

 

Inteigrasi 

1. Adanya sosialisasi meindalam 

teintang peineirapan Tilang EIleiktronik 

di kota Batam. 

2. Adanya tata cara atau proses 

pembayaran tilang Elektronik di kota 

Batam 

 

 

Adaptasi 

1. Adanya tanggapan masyarakat 

teintang peineirapan Tilang EIleiktronik 

di kota Batam 

2. Adanya eifeisieinsi peineirapan Tilang 

ElektronikI bagi para peingeimudi 

dalam meinciptakan peirilaku teirtib 

beirlalu lintas di kota Batam.  

  Sumber: Data Olahan, 2023  
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2.6 Keirangka Peimikiran Peineilitian  

Untuk meimpeirmudah peineilitian ini, maka Peineiliti meimbuat keirangka 

peimikiran seibagai beirikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan,2023 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 teintang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan  

EI-Goveirnmeint 

Tilang EIleiktronik  

Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 teintang 

peingaturan untuk peinindakan peilanggaran di 

jalan deingan alat eileiktronik 

EITLEI (EIleictronic Traffic 

For Law EInforceimeint) 

Indikator Peinilaian EIfeiktivitas 

Meinurut Duncan dalam Steers 

(2003) 

Peincapaian 

Tujuan 

Inteigrasi Adaptasi 

Hasil  

(Teirtib Beirlalu Lintas) 
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BAB III 

MEITODEI PEINEILITIAN 

 

3.1 Jeinis, Lokasi dan Waktu Peineilitian 

3.1.1 Jeinis Peineilitian 

Jenis peineilitian yang digunakan oleih peinulis yaitu deiskriptif 

kualitatif. Yang mana peineilitian ini meindeiskripsikan data di lapangan deingan 

beirupa wawancara deingan individu teirteintu dan meilakukan obseirvasi 

langsung kei lapangan. peineilitian kualitatif yang meirupakan peirseipsi yang 

meindalam pada feinomeina yang diteiliti deingan meingkaji feinomeina deingan 

leibih deitail pada kasus peirkasus sifat masalah yang diteiliti bisa beirbeida-beida. 

Agar peineilitian yang meinggunakan meitodei kualitatif ini bisa dikatakan baik, 

maka data yang dikumpulkan harus akurat, leingkap beirupa data primeir dan 

data seikundeir (Sahir, 2022).  

Catatan lapangan dan pribadi, seirta sumbeir teirpeircaya yang 

meimbeirikan gambaran seicara jeilas juga meimaparkan fakta-fakta meingeinai 

tilang eileiktronik dalam meineirtibkan peingeimudi dalam beirlalu lintas di Kota 

Batam diwilayah hukum Ditlantas Polda Keipulauan Riau. Meinurut Suharsim 

Arikuntol dalam (Ismatulloh, 2023) tujuan peineilitian deiskriptif bukan untuk 

meinguji hipoteisis teirteintu, meilainkan hanya untuk meinggambarkan geijala 

dan kondisi seibagaimana adanya. Salah satu meitodei peineilitian yang 

digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan keipada 1) Ps. Kasigar 

Ditlantas Polda Keipri yaitu Bapak AKP Kartijo, S.H. 2) Opeirator sisteim 
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EITLEI Ditlantas Polda Keipulauan Riau khususnya Bapak Bripda Muhammad 

Prayogo. dan 3) Masyarakat yang beirada pada empat titik EITLEI yang 

diberakukan di kota Batam. 

3.1.2 Lokasi dan Waktu Peineilitian 

Lokasi peineilitian ini dilakukan untuk meindapatkan data peineilitian 

meingeinai peineirapan tilang eileiktronik dalam meineirtibkan lalu lintas para 

peingeimudi yang dilakukan di Ditlantas Polda Keipulauan Riau dan empat titik 

EITLEI yang dibeirlakukan di kota Batam. Alasan peinulis meimilih lokasi 

peineilitian ini kareina Polda Keipri meirupakan leimbaga keipolisian yang 

meinjalankan sisteim tilang eileiktronik di kota Batam deingan peineirapan mulai 

dari 2017 lalu menggunakan E-Tilang dan penerapan dengan bantuan kamera 

ETLE yang masih baru yaitu pada Oktober 2022. Waktu peineilitian ini dimulai 

dari tanggal 15 Seipteimbeir 2023 sampai deingan 22 Januari 2024. 

3.2 Subjeik dan Objeik Peineilitian 

3.2.1 Subjeik Peineilitian 

Subjeik pada peineilitian ini adalah aparat keipolisian bagian Ditlantas 

dan masyarakat selaku pengemudi di kota Batam. Deingan meilakukan 

peineilitian teirhadap beibeirapa sumbeir teirseibut kiranya dapat meimbantu 

peinulis dan meimudahkan peinulis untuk meineimukan jawaban dari 

peirmasalahan yang ada dari beirbagai sudut pandang. 
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3.2.2 Objeik Peineilitian 

Objeik peineilitian meirupakan suatu hal yang meinjadi suatu titik 

peirhatian yang ingin dicari oleih peinulis yang beirupa pokok peirmasalahan 

yang ingin diteiliti untuk meindapatkan data akurat. Adapun objeik peineilitian 

dalam tulisan ini adalah Tilang EIleiktronik yang meinggunakan Aplikasi E-

Tilang dan penindakan menggunakan kameira EITLEI untuk kota Batam. 

3.3 Data dan Sumbeir Data 

3.3.1 Data 

c. Data Primeir 

Data primeir adalah Data dalam beintuk veirbal atau kata-kata yang 

diucapkan seicara lisan, geirak-geirik atau peirilaku yang dilakukan oleih 

subyeik yang dapat dipeircaya, yakni subyeik peineilitian atau informan 

yang beirkeinaan deingan variabeil yang diteiliti atau data yang dipeiroleih 

dari reispondein seicara langsung . Dipeiroleih langsung dari para informan 

di kantor Ditlantas Polda Keipulauan Riau baik meilalui peingamatan dan 

wawancara seipeirti meingamati langsung proseis administratif yang 

beirjalan dan meingamati seijauh mana peinanganan polisi lalu lintas 

dalam meinindak peilanggar lalu lintas meilalui sisteim tilang eileiktronik di 

Kota Batam. 

d. Data Seikundeir 

Data seikundeir adalah Data yang dipeiroleih dari teiknik 

peingumpulan data yang meinunjang data primeir. Dalam peineilitian ini 

dipeiroleih dari hasil obseirvasi yang dilakukan oleih peineiliti seirta dari 
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studi pustaka. Dapat dikatakan data seikundeir ini bisa beirasal dari 

dokumein-dokumein grafis seipeirti tabeil, catatan, SMS, foto dan lain-lain. 

Data dari hasil peincatatan dokumein-dokumein (arsip) pada Kantor Polda 

Keipulauan Riau seipeirti data tilang dan teguran yang menggunakan E-

Tilang, data pelanggar yang tercapture kamera ETLE, Peiraturan teirtulis, 

keiadaan peirsonalisasi, fungsi dan tugas seitiap seiksi. 

3.3.2 Sumbeir Data 

Sumbeir data dalam peineilitian ini adalah: 

a. Informan 

Meireika ialah orang yang meimiliki informasi untuk meinunjang 

peineilitian yang peinulis lakukan, meimbeirikan informasi teintang situasi 

dan kondisi peirmasalahan yang seidang diteiliti, yakni pihak Ditlantas 

Polda Keipri, dan para masyarakat yang berada pada empat titik EITLEI. 

Tabeil 3.1 Informan Peineilitian 

No Informan Jumlah Alasan Meimilih Informan 

1 Operator ETLEI di kota 

Batam 

1 orang Karena Operator yang memantau 

berjalannya sistem ETLEI. 

2 Ps. Kasigar Ditlantas Polda 

Kepri 

1 orang Karena pelaksanaan tilang ini 

ditanggung jawabkan pada 

polantas (Ditlantas). 

3 Masyarakat  5 orang Karena apabila berhenti di sekitar 

lampu lalu lintas, maka peneliti 

bisa mewawancarai masyarakat 

sekitar untuk observasi secara 

langsung. 

Sumbeir: Data Olahan, 2023 

b. Dokumein 

Data peindukung beirupa foto, videio, catatan, surat, catatan harian, 

filei kasus kinis, dan lain-lain, bagian dari studi kasus, yang meirupakan 
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sumbeir data utama untuk obseirvasi partisipan dan wawancara. Buku, ei-

book, jurnal ilmiah, weibsitei dan dokumein meinjadi sumbeir informasi 

seilama peinulisan skripsi ini. 

3.4 Teiknik Peingumpulan Data 

Teiknik peingumpulan data meirupakan langkah yang paling strateigis 

dalam peineilitian, kareina tujuan utama dari peineilitian adalah meindapatkan 

data. Apabila dilihat dari seigi cara atau teiknik peingumpulan data, maka dapat 

dilakukan deingan obseirvasi (peingamatan), inteirvieiw (wawancara), kuisioneir 

(angkeit), dokumeintasi dan Triangulasi/gabungan keieimpatnya (Sugiyono, 

2016). Dalam peineilitian ini peinulis meinggunakan tiga teiknik peingumpulan 

data, yaitu:  

3.4.1 Obseirvasi 

Meirupakan aktivitas teirhadap suatu proseis deingan maksud meirasakan 

dan keimudian meimahami peingeitahuan dari seibuah feinomeina beirdasarkan 

peingeitahuan dan gagasan yang sudah dikeitahui seibeilumnya, guna 

meindapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk meilanjutkan suatu 

peineilitian. Peineilitian yang diamati meiliputi teimpat, peilaku, keigiatan, objeik, 

peiristiwa, waktu dan urutan peirkeimbangan. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara beirtujuan meinggali informasi teintang masalah yang 

diseilidiki yang diteirima langsung dari para pihak yang beirsangkutan. 

Wawancara dapat dilakukan seicara langsung atau meilalui meidia virtual 
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maupun teilfon. Teiknik wawancara yang peinulis gunakan adalah wawancara 

beibas teirpimpin dimana peiwawancara meinyajikan daftar peirtanyaan, akan 

teitapi cara bagaimana peiwawancara meinyajikan peirtanyaan diseirahkan 

keipada keibijakan peiwawancara. Dalam peineilitian ini yang dijadikan seibagai 

informan yaitu Bapak AKP Kartijo, S.H selaku Ps. Kasigar Ditlantas Polda 

Kepri, Bapak Bripda Muhammad Prayogo seilaku Opeirator ETLE Polda 

Kepri, dan Masyarakat yang beirada pada empat titik EITLEI. 

3.4.3 Dokumeintasi 

Suatu peingumpulan data meilalui dokumeintasi dalam beintuk gambar. 

Dokumeintasi yang diteiliti atau dimasukan keidalam peinulisan skripsi ini 

adalah data-data yang beirkaitan deingan bagaimana sisteim peineirapan dalam 

peingopeirasian Tilang Elektronik dikota Batam, peilanggar yang meilakukan 

konfirmasi kei Ditlantas Polda Keipulauan Riau beiseirta titik lokasi dalam 

beirjalannya peineirapan tilang eileiktronik. 

3.5 Teiknik Peingolahan Data dan Analisis Data 

3.5.1 Teiknik Peingolahan Data 

Seiteilah data teirkumpul, peinulis meingolah data yang dipeiroleih, 

adapun dalam peineilitian ini teiknik peingolahan data teirbagi pada tahap-tahap 

seibagai beirikut, yakni : 

a. Peingumpulan data, yakni meitodei peinyaringan informasi, baik data primeir 

maupun data seikundeir teimuan peineilitian.  
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b. Peingolahan data, yang meiliputi peinyaringan informasi dan koreiksi data 

yang teilah teirkumpul guna meimilih informasi peinting yang dianggap 

peirlu dan aktual deingan keibutuhan peineilitian. 

c. Meinganalisis data, yakni cara meinjeilaskan data yang dikumpulkan dan 

teirsajikan deingan meinginteirpreitasikan data yang dipeiroleih lalu 

meinggabungkan teiori seisuai tata bahasa dapatan peinulis seindiri agar 

mudah dimeingeirti. 

3.5.2 Analisis Data 

Analisis data ialah teimuan dan peinyusunan deingan teirstruktur rapi 

hasil peineilitian dari peiroleihan wawancara, dokumeintasi dan teimuan 

lapangan. Hasil peineilitian seilanjutnya bisa diinteirpreitasikan meinjadi masuk 

akal agar bisa diambil keisimpulan dari hasil peineilitian teirseibut seihingga 

mudah dipahami. Untuk meinganalisis peineilitian yang dilakukan, peinulis 

meinanalisis data di lapangan deingan meinggunakan modeil Mileis and 

Hubeirman (interactive model) dalam buku (Sugiyono, 2016), yaitu meineiliti 

subjeik pada saat ini dan meinceiritakan, meinganalisis dan meingklasifikasikan 

informasi yang dipeiroleih untuk inteirpreitasi yang beinar. langkah-langkah 

analisis data yaitu :  
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Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

Sumber: Nainggolan, 2023 

a. Peingumpulan Data Pada tahapan ini, peinulis meilakukan peingumpulan 

data dari awal deingan meinggunakan meitodei peingumpulan data sah dah 

teilah diteitapkan. progreis peingumpulan data yang teilah dijeilaskan di atas 

teirdiri dari peilaksanaan obseirvasi, wawancara dan dokumeintasi guna 

meinggali informasi.  

b. Peinyajian Data Tahap seilanjutnya adalah meinyajikan data seibagai 

kumpulan informasi teirstruktur yang meimbeirikan peiluang untuk meinarik 

keisimpulan dan meingambil tindakan. Artinya, apakah peineiliti 

meilanjutkan analisisnya atau meincoba beirtindak deingan meimpeirdalam 

teimuannya.  

c. Reiduksi Data Tahap peinyeibaran data adalah bagian dari aktivitas analisis, 

jadi pilihan peinulis beirgantung pada bagaimana dia meimiliki data yang 

dipeirlukan, modeil mana yang meirangkum bagian dari peineilitian ini. 

Ceirita yang beirkeimbang adalah keiputusan analisis. Jadi, tujuan dari 

proseis peinyeibaran data adalah untuk meinajamkan data, meingkateigorikan, 
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meingarahkan, meinghilangkan bagian-bagian data yang tidak peirlu dan 

meingorganisasikan data seideimikian rupa agar leibih mudah untuk meinarik 

simpulan teimuan yang lalu dilanjutkan keivalidasi data.  

d. Keisimpulan Tahap teirakhir didalam progreis peingumpulan data yakni 

meineilaah dan meinarik keisimpulan yang diinteirpreitasikan untuk 

meineintukan makna dari data yang disajikan. Proseis ini dapat dijalankan 

meinggunakan beibeirapa pola yaitu deingan meireikam pola dan teima yang 

sama, meingeilompokkannya dan meincari kasus neigatifnya. 
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BAB 1V 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah dan Keadaan Geografis Kota Batam 

4.1.1 Sejarah Kota Batam 

Pulau Batam dahulunya bernama Pulau Batang. Secara historis, 

peradaban di kota Batam sudah dimulai sejak 231 Masehi. Yang mana 

diperkirakan pada saat itu Pulau Batam dihuni oleh ras Melayu. Pada abad 

ke-18 masa penjajahan Belanda dan Inggris, kedua pihak asing tersebut 

bersaing untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka. Bandar Singapura 

yang maju pesat kala itu, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai 

cara menguasai perdagangan melayu dan perdagangan lainnya di lokasi itu. 

Hal ini mengakibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembunyi 

menyusup ke Singapura (Fallahndo, 2023). 

Pulau Batam yang sangat dekat dengan Singapura menjadi 

bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dari gangguan 

patroli Belanda. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada dekade 1970an, Batam 

ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh 

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal 

dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan 

Batam. Dasar hukum keputusan tersebut tercantum dalam keputusan 

Presiden Nomor 41 tahun 1973. Hingga pada 1983, Batam yang pada saat 
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itu berstatus sebagai salah satu kecamatan di Kepulauan Riau , diresmikan 

menjadi sebuah Kotamadya. 

Pembentukan Pulau Batam dari wilayah kecamatan menjadi 

Kotamadya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 1983, 

dengan cakupan wilayah pemerintahan dibagi dalam tiga kecamatan, yakni 

Kecamatan Belakang Padang, Batam Barat, dan Batam Timur. Perubahan 

status tersebut merupakan implementasi atas dasar dekonsentrasi 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Pemeritahan di Daerah. Sedangkan motivasi 

dibentuknya Kotamadya Batam, tidak lain adalah dalam rangka 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian merupakan tuntutan 

pembangunan sebagai akibat makin berkembangnya wilayah Pulau Batam 

sebagai daerah industri, alih kapal, penumpukan dan basis logistik serta 

pariwisata. 

4.1.2 Keadaan Geografis Kota Batam 

Secara geografis kota Batam mempunyai posisi strategis karena 

berada pada jalur pelayaran internasional yang jaraknya 12,5 mil laut 

dengan negara tetangga Singapura, sehingga dapat menempatkan kota 

Batam sebagai pintu gerbang lokomotif pembangunan ekonomi baik 

Provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional. Kemudian, disebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Lingga, selanjutnya sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan sebelah timur berbatasan 

dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. 
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Sebagai wilayah kepulauan, tiga pulau utama di Kota ini yaitu 

Pulau Batam, Galang, dan Rempang saling terhubung oleh Jembatan 

Barelang. Wilayah kota Batam terdiri dari 329 pulau besar dan kecil, yang 

letak satu sama lainnya dihubungkan dengan laut. Luas wilayah kota 

Batam keseluruhan berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 

adalah 1.570.35 km2. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 

sampai 34 derajat celsius. Yang mana kota ini memiliki dataran yang 

berbukit dan berlembah. Jenis tanahnya berupa tanah merah yang kurang 

subur. Cuaca di kota ini juga cenderung sering berubah sehingga jika 

dijadikan lahan pertanian, maka tanaman yang dapat tumbuh adalah 

tanaman yang tidak mengikuti musim. 

4.1.3 Sejarah Polda Kepulauan Riau 

Secara historis dengan terjadinya pemekaran Provinsi Kepulauan 

Riau dari sebelumnya tergabung ke dalam wilayah Provinsi Riau, maka 

diperlukan untuk membentuk Kepolisian Daerah baru yang menaungi 

wilayah Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat keputusan Kapolri dengan 

nomor: SKEP/09/III/2005, per tanggal 3 Maret 2005 dibentuklah Polda 

Kepri dengan status persiapan, yang sebelumnya tergabung dalam Polda 

Riau. Pada awal terbentuk, terdapat enam satuan kerja kewilayahan, yakni: 

- Polresta Barelang 

- Polresta Tanjung Pinang 

- Polres Karimun 

- Polres Natuna 
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- Polres Lingga 

- Polres Bintan 

Pada tanggal 21 Desember 2005, sesuai surat telegram Kapolri 

nomor ST/1078/XII/204, Kombes Pol Drs. Anton Bachul Alam ditunjuk 

sebagai Kapolda Kepri. Pada tanggal 20 Juli 2006, status Polda Kepri 

ditingkatkan dari persiapan menjadi tipe B2. Selanjutnya pada tahun 2007 

dikeluarkan surat keputusan Kapolri tentang penetapan tipe Ditpolair 

menjadi tipe B. Di awal berdirinya, Polda Kepri berkedudukan di kantor 

Otorita Batam dengan status pinjam pakai. Baru pada tanggal 22 Agustus 

2008, secara resmi berdiri Mapolda Kepri yang diresmikan pengunaanya 

oleh Kapolda Kepri saat itu Brigjen Pol Drs. Sutarman. Mapolda Kepri 

beralamat di Jl. Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam. 

4.2 Visi dan Misi Polda Kepulauan Riau 

Adapun visi misi Polda Kepulauan Riau yaitu: 

VISI 

Terwujudnya Kepulauan Riau yang Aman dan Tertib 

MISI 

Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sutarman
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4.3 Gambaran Umum Ditlantas Polda Kepulauan Riau 

Ditlantas Polda adalah Badan Staf dan pelaksanaan ditingkat Polda 

yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas 

Kepolisian yang mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Tingkat 

Kewilayahan. Ditlantas Polda Kepri dipimpin oleh Direktur Lantas, disingkat 

Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah 

(Kapolda) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil 

Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda).  

4.4 Visi dan Misi Ditlantas Polda Kepulaun Riau 

Adapun Visi dan Misi Ditlantas Polda Kepulauan Riau 

VISI 

Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 

(Kamseltibcarlantas) di Wilayah Kepulauan Riau 

MISI 

1. Mewujudkan kamseltibcarlantas melalui pelayanan publik dan penegakan 

hukum yang prima; 

2. Meningkatkan dan mengelola sumber data ditlantas Polda Kepulauan Riau 

profesional dan akuntabel; 

3. Mengoptimalisasikan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas yang 

terintegrasi antar stakeholder. 
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4.5 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Kepulauan Riau 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) 

Polda Kepri 

 

Sumber: Ditlantas Polda Kepri 

Dalam bagan di atas menggambarkan bahwa setiap lembaga atau 

institusi kepolisian pasti mempunyai struktur organisasi  dimana terdapat 

satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-

beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas 

ataupun kegiatan sehari-hari guna menghindarkan tertumpuknya pekerjaan 

yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam 

melakukan pengawasan. Di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda 
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Kepulauan Riau mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya 

bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, 

keahlian, dan jabatan serta bidangnya masing-masing.  

4.6 Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Ditlantas Polda Kepulauan Riau 

Adapun tugas dan tanggung jawab petugas Ditlantas Polda Kepri 

berdasarkan jabatan sebagai berikut: 

1. Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) 

Yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) 

dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala 

Kepolisian Daerah (Wakapolda). 

2. Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir Lantas) 

Dirlantas dibantu oleh Wadir Lantas yang bertanggung jawab kepada 

Dirlantas. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis serta evaluasi 

pelaksanaan pembinaan kemampuan dan operasional lalu lintas 

kepolisian. 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Lalu Lintas 

(Subbag Renmin), mempunyai kewajiban sebagai berikut:  

a. Subbag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf 

pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas. 

b. Subbag Renmin bertugas merumuskan atau menyiapkan rencana atau 

program kerja dan anggaran. Termasuk rencana dan administrasi 

operasional dan pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan 
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administrasi personil dan logistik, urusan ketatausahaan dan urusan 

dalam, dan pelayanan keuangan Ditlantas Polda. 

c. Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbag Renmin disingkat 

Kasubbag Renmin yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas. 

4. Bagian Perencanaan Operasional (Bagbinopsal) bertugas melaksanakan 

pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan serta 

pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas. Baginopsal 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas. 

b. Pelaksanaan serta pengumpulan dan pengelolaan data, serta penyajian 

informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas. 

c. Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas. 

5. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel) bertugas 

melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu 

lintas, serta melaksanakan audit dan standarisasi bidang lalu lintas. 

Subditkamsel menyelenggarakan fungsi: 

a. Menganalisis dampak lalu lintas pada perencanaan pusat kegiatan, 

pemukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan 

angkutan jalan. 

b. Pelaksanaan kersa sama lintas sektor dalam rangka perubahan bentuk 

untuk memecahkan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu 

lintas. 
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c. Pelaksanaan audit dan pengkajian operasional lalu lintas. 

6. Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) mempunyai tugas 

kewajiban sebagai berikut: 

a. Subdit Gakkum adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada 

dibawah Dirlantas. 

b. Subdit Gakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum 

termsuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana dalam lingkungan 

Polda. 

c. Subdit Gakkum dipimpin oleh Kepala Subdit Gakkum disingkat 

Kasubdit Gakkum yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirlantas. 

7. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikkyasa) 

bertugas membina dan melaksanakan kerja sama lintas sektor, 

Dikmaslantas dan Rekayasa di bidang lalu lintas. Subditdikyasa 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pembinaan Dikmaslantas. 

b. Pembinaan kerja sama lintas sektor di bidang pembinaan prasarana 

jalan. 

c. Pembinaan rekayasa di bidang angkutan. 

8. Sub Direktorat Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu 

Lintas (Subdit Minregident) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut: 

a. Subdit Minregident adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang 

berada dibawah Dirlantas.  
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b. Subdit Minregident bertugas menyelenggarakan dan membina 

pelaksanaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor dan pengemudi. 

c. Subdit Minregident dipimpin oleh Kepala Subdit Miregident disingkat 

Kasubdit Minregident yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirlantas. 

9. Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas (PJR) mempunyai tugas 

kewajiban sebagai berikut: 

a. Sat PJR adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah 

Dirlantas. 

b. Sat PJR bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Patroli Jalan 

Raya dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara termasuk 

kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan. 

c. Sat PJR dipimpin oleh Kepala Sat PJR disingkat Kasat PJR yang 

bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari dibawah kendali Wadirlantas. 

d. Sat PJR terdiri dari sejumlah induk dan atau Unit PJR. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas Penerapan Tilang 

Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas di Kota Batam melalui E-Tilang dan 

kamera ETLE dalam menertibkan masyarakat selaku pengemudi di kota 

Batam dapat dikatakan cukup efektif pelaksanaannya. Hal tersebut dapat 

dilihat pada indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Masih 

terdapat kendala-kendala, baik dari segi Alat, Anggaran, maupun kendala 

teknis lainnya untuk mencapai tujuan, selain itu, sosialisasi harus terus 

dilakukan secara cekatan dan berulang sehingga tersampaikan ke seluruh 

lapisan masyarakat. Maka dari itu, kedepannya diharapkan pihak kepolisian 

bisa terus melakukan peningkatan dan perbaikan agar program atau kebijakan 

ini semakin berjalan lebih baik dan maksimal.  

Dampak penerapan Tilang Elektronik dalam perubahan perilaku 

masyarakat juga dirasa masih cukup efektif untuk menertibkan lalu lintas di 

kota Batam, dampak negatif yang muncul yaitu masyarakat masih banyak 

melakukan pelanggaran sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran 

masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas masih rendah, masih ada 

masyarakat yang belum mengetahui kebijakan Tilang Elektronik yang 

diterapkan, sehingga penerapan Tilang Elektronik secara tidak langsung 

dianggap tidak memiliki pengaruh perubahan dibandingkan dengan tilang 



106 
 

konvensional. Masyarakat masih bersikap acuh tak acuh terhadap 

pelaksanaannya, terkhusus masyarakat awam yang tidak melek teknologi. 

Namun, sebagian masyarakat lainnya juga merasakan dampak positif setelah 

diterapkannya Tilang Elektronik di kota Batam karena mempermudah mereka 

untuk tidak ribet ikut persidangan dan mempermudah proses pembayaran. 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan secara langsung, 

maka penulis merumuskan beberapa yang dapat menjadi pendukung kepada 

pihak yang bersangkutan sehingga program atau kebijakan ini dapat berjalan 

dengan lebih maksimal, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pencapaian Tujuan 

Demi tercapainya tujuan penerapan Tilang Elektronik yang telah 

ditetapkan, penulis mengharapkan kepada masyarakat untuk lebih 

responsif dan partisipatif lagi agar program atau kebijakan Tilang 

Elektronik bisa berjalan dengan baik lagi. 

2. Integrasi 

Proses sangat ditekankan dalam penerapan suatu kebijakan, maka dari itu 

sosialisasi sangat penting untuk dilakukan. Penulis mengharapkan pihak 

Polda Kepulauan Riau untuk lebih melakukan sosialisasi yang lebih intens 

dan cekatan lagi kepada masyarakat agar mencakup semua kalangan baik 

tua maupun muda, yang nantinya penerapan Tilang Elektronik bisa 

berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.  
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3. Adaptasi 

Dalam penerapan Tilang Elektronik ini, sering kali terjadi kendala, 

harapan penulis adalah pihak kepolisian untuk lebih responsif dan selalu 

mengedepankan peningkatan untuk mengatur atau mencari solusi dari 

kekurangan yang terjadi dalam penerapan Tilang Elektronik di kota 

Batam.  

Maka dari itu, perlu dilakukan upaya peningkatan dari pihak 

Ditlantas Polda Kepri, baik dalam segi sarana dan prasarana masih perlu 

ditambahkan ETLE statis yang masih belum memadai dan belum 

menjangkau keseluruhan penjuru, dari segi sistem yang kedepannya tidak 

secara manual mengirimkan surat konfirmasi Tilang Elektronik tetapi 

melalui Email ataupun SMS, dan dari segi sosialisasi yang belum ke 

seluruh lapisan masyarakat ditingkatkan agar lebih menyeluruh dengan 

bantuan media-media penyebaran.  

  



108 
 

DAFTAR PUSTAKA  

 

Agustino, Leo. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 

17. 

Dhevina, Ihsanira. (2018). E-Government : Inovasi dalam Strategi Komunikasi. 

Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2024, Pukul 21.45 WIB. 

https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi

_komunikasi 

Dye, T.R. (2017). Understanding Public Policy Fifteenth Edition. United States: 

Pearson. Hal 9. 

Fallahndo, Balqis. (2023). Profil Kota Batam: Sejarah, Letak Geografis, dan Peta 

Wilayah. Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2023, pukul 11.29 WIB. 

https://tirto.id/profil-kota-batam-sejarah-letak-geografis-dan-peta-wilayah-

gANF 

Fauzan, F. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pelanggaran, Budaya 

dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Berlalu Lintas Pengendara Sepeda 

Motor Ruas Jalan Tentara Pelajar Semarang, Hal 9. 

Hafidha, S. I. (2023). Integrasi Adalah Pembauran Hingga Menjadi Kesatuan, 

Pahami Faktor Pendorongnya. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2024, 

pukul 20.00 WIB. https://www.liputan6.com/hot/read/5310165/integrasi-

adalah-pembauran-hingga-menjadi-kesatuan-pahami-faktor-

pendorongnya?page=3 

Harawahyudi, J. (2020). Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi 

Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta 

Pekanbaru). Bussines Law Binus. Hal 35. 

Hasmita. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya 

Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar. Hal 44. 

Isabela, Monica. (2022). Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, dan Jenis. Diakses Pada 

Tanggal 13 Maret 2024, Pukul 21.16 WIB. 

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--

ciri-unsur-dan-jenis 

Ismatulloh, M. A. (2023). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik/ETLE 

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Studi di Polda Kalsel). Hal 5. 

https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi
https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi
https://tirto.id/profil-kota-batam-sejarah-letak-geografis-dan-peta-wilayah-gANF
https://tirto.id/profil-kota-batam-sejarah-letak-geografis-dan-peta-wilayah-gANF
https://www.liputan6.com/hot/read/5310165/integrasi-adalah-pembauran-hingga-menjadi-kesatuan-pahami-faktor-pendorongnya?page=3
https://www.liputan6.com/hot/read/5310165/integrasi-adalah-pembauran-hingga-menjadi-kesatuan-pahami-faktor-pendorongnya?page=3
https://www.liputan6.com/hot/read/5310165/integrasi-adalah-pembauran-hingga-menjadi-kesatuan-pahami-faktor-pendorongnya?page=3
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis


109 
 

Juwita, S. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap 

Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Hal 14. 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016). Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 

Kurniawan Beni dan Made Suwadi. (2021). Empowernment of Police Personnel 

in Supporting the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) At the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya. Budapest 

International Research and Critics Institute-Jurnal, Vol. 4 No. 4. Hal 

14082. 

Mariza, A. (2023). Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) Mobile di Kota Pekanbaru. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 

2. Hal 15829. 

Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijkan Publik. Lampung: Aura. Hal.7.  

Mustari, N. (2015). Pemahaman kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan 

Evaluasi Kebijakan Publik). Yogyakarta:Leutikaprio. Hal 286. 

Naelufar, Diyah. (2016). Begini Proses Penggunaan E-Tilang. Diakses Pada 

Tanggal 13 Maret 2024, Pukul 13.03 WIB. 

https://www.liputan6.com/news/read/2680488/begini-proses-penggunaan-e-

tilang 

Nainggolan, D. P. (2018). Strategi Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru. 

Jurnal JOM FISIP, Vol. 5 No.1. Hal 4. 

Nainggolan, E.L. (2023). Dampak Kebijakan Tilang Elektronik di Kota Batam. 

Hal 37. 

Novianti, D. (2018). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap 

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda 

DIY. Hal 2.  

Presiden Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Putra, Angga. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu 

Lintas Pada Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru. Hal 13. 

Putri, S. A. (2022). Pelaksanaan Sosialisasi Program Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) Sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Tertib Lalu 

Lintas di Kota Pekanbaru. Jurnal Cross Border, Vol. 5 No. 2. Hal 1351. 

https://www.liputan6.com/news/read/2680488/begini-proses-penggunaan-e-tilang
https://www.liputan6.com/news/read/2680488/begini-proses-penggunaan-e-tilang


110 
 

Riska, M. (2019). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang 

pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru. Jurnal Ilmu 

Administrasi, Vol. 6 No. 2. Hal 4-5. 

Sahir, S. H. (2022). Metodologi Penelitian. Medan: KBM Indonesia. Hal 41. 

Sahya, A. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. Hal 14. 

Sari, C. N., Henriyanto, M., & Rusli, Z. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. Jurnal Ilmu 

Administrasi Negara, Vol. 15 No. 1. Hal 137. 

Sendari, A. A. (2023). Sosialisasi Adalah Proses Sosial Masyarakat, Kenali Jenis, 

Agen, dan Tahapannya. Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 13.49 

WIB. ttps://www.liputan6.com/hot/read/5307010/sosialisasi-adalah-proses-

sosial-masyarakat-kenali-jenis-agen-dan-tahapannya 

Setiyanto, et al. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi 

Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). Jurnal 

Hukum Khaira Ummah. Vol. 12 No. 4. Hal 218. 

Steers, Richard. M. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Hal 53. 

Steers, Richard. M. (2003). Organization Effectiveness, A Behavioral View, Good 

Year Publishing Company. Terjemahan oleh Magdalena Jamin, Jakarta: 

Erlangga. 

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. Hal 225. 

Suharto, Yudi. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Batas Kecepatan 

Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal 29. 

Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik 

Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Jurnal Spirit Publik, 

Vol. 12 No. 2. Hal 14. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan 

Yuli, Indarsih. (2021) Application of Electronic Traffic Law Enforcement (E-

TLE) Ticketing System Management at Polda West Java. Enrichment: 

Journal of Management. Vol. 11 No. 2. Hal 405. 

Yuliantoro dan  Achmad Sulchan. (2021). The Effectiveness against Traffic 

Violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Law 

Development Journal. Vol. 3 No. 4. Hal 740. 



111 
 

Yuliantoro. (2023). The Effectiveness against Traffic Violations with Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE). International Journal of Law Society 

Services. Vol. 3 No. 2. Hal 97. 

  



 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
  



 
 

LAMPIRAN 

Dokumentasi Wawancara 

 

Dokumentasi bersama AKP Kartijo, S.H di depan Poskko Gakkum Polda Kepri 

 

 

Penjelasan terkait pelanggar WNA di kota Batam 



 
 

 

Penjelasan tentang surat tilang dengan penindakan menggunakan ETLE Statis 

yang dikirim kerumah masyarakat 

 

 

Dokumentasi bersama masyarakat Bapak Giyo dan Bapak Reza 



 
 

 

Dokumentasi bersama Bapak Zendy 

 

Dokumentasi Bersama Bapak Ferdian dan Ibu Azizah 



 
 

Contoh Surat Konfirmasi ETLE  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas Para 

Pengemudi di Kota Batam 

Pedoman Wawancara Menggunakan Teori Efektivitas Menurut Duncan dalam 

Streers (2003) 

No Indikator Anggota Ditlantas Operator Tilang 

Elektronik 

Masyarakat 

1 Pencapaian 

Tujuan 

1. Sejauh mana 

penerapan tilang 

elektronik di kota 

Batam telah 

mencapai 

tujuannya dalam 

mengurangi isu 

pungli, damai di 

tempat, dll untuk 

menciptakan 

keteraturan dalam 

berlalu lintas? 

2. Seberapa besar 

kemudahan dapat 

diakses oleh 

masyarakat dalam 

mengurus sanksi 

tilang elektronik? 

3. Apa saja 

pembagian tugas 

dan tanggung 

jawab pihak 

kepolisian dalam 

mengatur 

penerapan 

kebijakan 

tersebut? 

1. Bagaimana pihak 

kepolisian 

menyediakan 

peralatan teknologi 

yang digunakan 

dalam pelaksanaan 

kebijakan 

tersebut?  

2. Apakah perlu 

adanya tambahan 

anggaran yang 

dilakukan dalam 

penerapan tilang 

elektronik? 

3. Bagaimana SOP 

dalam penerapan 

tilang elektronik di 

kota Batam? 

4. Seperti apa 

peraturan 

kepolisian dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

tersebut? 

1. Apakah bapak/ibu 

mengetahui bahwa 

sudah adanya 

tilang elektronik? 

2. Apakah bapak/ibu 

merasakan 

manfaat atas 

adanya penerapan 

tilang elektronik? 

3. Apakah bapak/ibu 

merasakan 

kemudahan dalam 

mengurus sanksi 

apabila terkena 

tilang elektronik? 

4. Apakah bapak/ibu 

menjadi sadar 

akan betapa 

pentingnya tertib 

dalam berlalu 

lintas agar tidak 

merugikan orang 

lain dan menjaga 

diri dari 

kecelakaan? 

2 Integrasi 1. Bagaimana 

tingkat 

keberhasilan 

sosialisasi yang 

mendalam terkait 

penerapan tilang 

elektronik di kota 

Batam dapat 

diukur? 

2. Bagaimana 

1. Bagaimana cara 

pihak kepolisian 

melakukan 

sosialisasi terkait 

penerapan tilang 

elektronik dengan 

memberikan 

informasi terbaru 

terkait kebijakan 

tersebut agar 

1. Apakah bapak/ibu 

pernah mengikuti 

atau mempelajari 

sosialisasi terkait 

penerapan tilang 

elektronik yang 

telah dilaksanakan 

di kota Batam? 

2. Apakah bapak/ibu 

sudah sepenuhnya 



 
 

penjelasan tata 

cara atau proses 

pembayaran 

terkait tilang 

elektronik dapat 

ditingkatkan agar 

lebih jelas dan 

mudah dipahami 

oleh masyarakat? 

dengan cepat 

sampai kepada 

masyarakat? 

Dalam bentuk 

apa? 

2. Apakah ada 

kendala dalam 

melakukan 

sosialisasi 

kebijakan 

tersebut? 

3. Apakah gangguan 

jaringan sering 

dialami? Dan 

teknologi kamera 

sering mati? 

memahami proses 

dari bagaimana 

mambayar, 

bagaimana jika 

STNK diblokir, 

pembukaan 

pemblokiran, 

hingga ke 

pembayaran 

denda, apakah 

SOP/Mekanisme 

tilang elektronik 

ini mudah 

dimengerti? 

3. Menurut 

bapak/ibu adakah 

kendala dalam 

SOP/Mekanisme 

apabila terkena 

tilang elektronik? 

3 Adaptasi 1. Bagaimana 

respon, 

pandangan, dan 

tanggapan 

masyarakat 

terhadap 

penerapan tilang 

elektronik di kota 

batam dari yang 

sebelumnya 

menggunakan 

tilang 

konvensional? 

2. Sejauhmana 

efesiensi 

penerapan tilang 

elektronik di kota 

Batam dapat 

mempengaruhi 

perilaku 

pengemudi dalam 

menciptakan 

keteraturan 

berlalu lintas? 

1. Bagaimana cara 

mengatasi jika 

pelanggar tidak 

kompetitif dalam 

menjalankan 

konsekuensi 

berupa denda yang 

diterima? 

2. Bagaimana jika 

masyarakat tidak 

melakukan 

pembayaran denda 

tilang yang telah 

ditetapkan? 

(STNK Diblokir) 

lalu setelah itu 

bagaimana? 

3. Bagaimana solusi 

untuk masyarakat 

awam yang susah 

mengerti terkait 

pembaharuan 

sistem tilang? 

1. Apakah bapak/ibu 

pernah 

mengabaikan 

pesan/notifikasi 

yang diterima 

terkait 

pelanggaran tilang 

elektronik? 

2. Menurut 

bapak/ibu apakah 

tilang elektronik 

ini sudah tepat 

sasarannya kepada 

masyarakat 

khususnya di kota 

Batam, dan 

apakah bapak/ibu 

setuju tilang 

elektronik ini 

diterapkan untuk 

jangka waktu yang 

panjang? 

3. Apakah tilang 

elektronik ini lebih 

efektif diterapkan 

daripada tilang 



 
 

konvensional? 

4. Menurut 

bapak/ibu adakah 

sikap petugas yang 

kurang 

mengenakkan 

dalam 

melaksanakan 

tugas, dan apa 

harapan bapak/ibu 

kedepannya? 
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